KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR {1} /KPTS/PW.180/G/q3 /2024

TENTANG
PANDUAN TEKNIS PENUGASAN

PENGAWALAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap Peraturan Perundang-Undangan, perlu
adanya pengendalian secara komprehensif melalui
kegiatan pengawalan pembangunan dan pelayanan
Lingkup Kementerian Pertanian,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a untuk menyeragamkan
teknis penugasan pengawalan, perlu menetapkan
Panduan Teknis Penugasan Pengawalan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150); .

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 106);

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/
PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan
Intern Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 38 Tahun 2023;

9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penilaian = Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada
Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021
tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup
Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Lingkup Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Panduan Teknis Penugasan Pengawalan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut (SPIP) Kementerian Pertanian sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panduan teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU merupakan acuan yang wajib dipedomani
Auditor dalam melaksanakan penugasan pengawalan
SPIP Lingkup Kementerian Pertanian.

Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian B.1581/Kpts/PW.180/G/02/
2022 tentang Standar Teknis Penugasan Pengawalan
Lingkup Kementerian Pertanian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2024

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

4. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;

S. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR  6lt /OT.050/KPTS/G/ /2024
TANGGAL {5 ™maret 2024

TENTANG
PANDUAN TEKNIS PENUGASAN
PENGAWALAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
LATAR BELAKANG
PENUGASAN PENGAWALAN SPIP

Sesuai Kerangka Acuan Pengembangan Pengawasan Intern, Kementerian
dapat merumuskan Panduan Teknis Penugasan, untuk Pengawalan sebagai
bentuk pembinaan SPIP. Panduan Pengawalan ini merupakan persyaratan
teknis penugasan pengawalan yang dioperasionalkan dari Standar Audit
Intern.

Pengawalan SPIP adalah kegiatan Inspektorat untuk mengarahkan satker
mampu mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal
meliputi: evaluasi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko,
Pembangunan Kegiatan Pengendalian berbasis risiko, pengukuran dan
pendokumentasian penerapan pengendalian risiko dan/atau menyiapkan
rencana atau media untuk kebutuhan evaluasi penerapan dan efektivitas
pengendalian.

A. Peran dan Tujuan Penugasan Pengawalan SPIP

Penugasan Pengawalan memberikan peran consulting bagi manajemen
(unit kerja), untuk membangun unsur-unsur SPIP unit kerja melalui
pengembangan penerapan sistem pengendalian intern untuk unit kerja.
Sebagai bagian dari pembinaan SPIP, Pengawalan juga berperan memberi
assurance bahwa SPIP unit kerja telah terimplementasi dan telah
mencapai tujuan SPIP, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja
efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, serta
mendukung terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
" Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pemberian rekomendasi dalam peran consulting, harus konsisten dengan
opini assurance tentang implementasi SPIP. Rekomendasi SPIP dicapai
melalui penilaian Inspektorat tentang kemampuan unit kerja
membangun masing-masing unsur SPI. Penilaian dilakukan setelah
Inspektorat melaksanakan FGD pembangunan SPIP. Simpulan assurance
dan rekomendasi SPIP, wajib dikomunikasikan kepada manajemen unit
kerja untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa rekomendasi
yang diberikan auditor secara praktek dapat dilaksanakan untuk
perbaikan manajemen.

B. Peran dan Tujuan Panduan Teknis Pengawalan

Panduan Teknis Pengawalan menjadi ukuran mutu teknis dalam menilai
pelaksanaan Pengawalan Pencapaian Target Perjanjian Kinerja bagi Tim
Pengawalan maupun bagi Inspektur dalam memberi angka kredit bagi
pejabat fungsional auditor. Pedoman ini diharapkan menjadi penuntun
bagi tim pengawalan dalam melaksanakan tugas pengawalan dan
menyusun laporan hasil pengawalan.

Panduan Teknis Pengawalan ini dirancang sebagai pedoman pengawalan
atas Pencapaian Target Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian



Pertanian. Jika semua Target Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon
III/IV Mandiri telah dikawal pembangunan SPIP-nya, maka SPIP program
maupun SPIP Eselon I dianggap terlaksana.

. Pemanfaatan dan Pengguna Panduan Teknis Pengawalan

Panduan Teknis Pengawalan ini dirancang sebagai panduan Inspektorat
Jenderal dalam melaksanakan pengawalan yang dilaksanakan oleh unit
organisasi atau satker di lingkungan Kementerian Pertanian.

Panduan Teknis Pengawalan ini dimanfaatkan oleh Auditor mulai dari
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam
hal pelaksanaan pengawalan; juga dimanfaatkan oleh Inspektur untuk
mengukur efektivitas pelaksanaan pengawalan.

. Metodologi Pengawalan

Pengawalan dilakukan dengan metode FGD dan bila diperlukan dapat
dilaksanakan observasi lapang. Tim bersama unit kerja yang dikawal
dapat melakukan observasi lapang dalam rangka merumuskan risiko-
risiko beserta kemungkinan upaya pengendalian yang berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan/sasaran satker. Tim menyiapkan dan
memilih bahan FGD yang akan dikawal pembangunan SPIP. Bahan yang
disiapkan terdiri atas mapping (reviu terbatas) penyelenggaraan SPIP unit
kerja yang akan dikawal. Selanjutnya melaksanakan pemaparan dan
diskusi pengembangan SPIP Terintegrasi Manajemen Risiko (MR) yang
lengkap, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi simpulan umum Thasil evaluasi lingkungan
pengendalian yang ada, baik evaluasi internal maupun eksternal;

2. Membantu mengidentifikasi penetapan konteks berupa sasaran dan
target indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja yang akan
dibangun SPIP-nya meliputi nama konteks/sasaran, indicator, dan
target output-nya,

3. Merumuskan proses bisnis sasaran dan target indikator kinerja
kegiatan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengidentifikasi mulai dari
Rincian Output (RO) dan Komponen dalam Petunjuk Operasional
Kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target Perjanjian Kinerja;

4. Melakukan diskusi untuk membantu pengembangan SPIP, yaitu:

a. Menilai risiko pada setiap proses bisnis meliputi identifikasi risiko,
analisis risiko, selanjutnya dibuat register risiko dan peta risiko;
b. Merancang kegiatan pengendalian;

5. Merancang media pendokumentasian dan pengkomunikasian
pelaksanaan pengendalian;

6. Membuat rancangan evaluasi pelaksanaan pengendalian.

Dalam prakteknya, Tim Pengawalan dapat melakukan pengembangan
SPIP yang telah ditetapkan dengan tahapan evaluasi Lingkungan
Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi internal/eksternal, menilai
risiko pada setiap proses bisnis meliputi identifikasi risiko, analisis
risiko, selanjutnya dibuat register risiko dan peta risiko, merancang
kegiatan pengendalian, mencatat dan mengkomunikasikan pelaksanaan
pengendalian, melakukan pemantauan atau menyiapkan evaluasi
pelaksanaan pengendalian.

. Ruang Lingkup Pengawalan

Kegiatan pengawalan meliputi pembangunan SPI atas sasaran dan target

indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja pada :

1. Pada tingkat Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II
serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilakukan pengawalan atas
pembangunan SPI terintegrasi dengan fokus pada MR dalam rangka
memberikan  keyakinan yang memadai atas pencapaian



tujuan/sasaran unit kerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang
bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian; dan penyiapan
penilaian maturitas SPI terintegrasi.

2. Pada tingkat Satker Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Kementerian Pertanian terbatas
pada pembangunan SPI dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai atas pencapaian tujuan/sasaran satker dalam pelaksanaan
program/kegiatan yang bersumber dari anggaran Kementerian
Pertanian, atau melakukan pemantauan implementasi kegiatan
pengendalian yang telah disusun oleh Eselon I masing-masing.

. Sistematika Panduan Teknis Pengawalan

Panduan Teknis Pengawalan ini terdiri dari Empat BAB. Setelah Bab I
dilanjutkan dengan Bab II Kegiatan Pengawalan Lingkup Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dan Bab III Kegiatan Pengawalan Lingkup Satker Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota. Bab II
dan Bab III terdiri atas A. Penguraian Kegiatan Pengawalan yang berisi
uraian ringkas tentang sasaran dan target indikator kinerja kegiatan
dalam Perjanjian Kinerja yang dikawal; B. Penetapan Kinerja
Pengawalan, menguraikan rencana kinerja Inspektorat yang dicapai
melalui pelaksanaan pengawalan; C. Pelaksanaan Penugasan
Pengawalan yang berisikan langkah-langkah Kkerja, formulir, dan
petunjuk pelaporan yang menjadi acuan minimal auditor; Bab IV.
Pelaporan Hasil Pengawalan yang berisi petunjuk pengkomunikasian dan
pendistribusian hasil pengawalan serta pertanggungjawaban penggunaan
sumber daya.

BAB II
PENGAWALAN LINGKUP UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS

. Uraian Dan Penetapan Kinerja Pengawalan SPIP Terintegrasi

Pengawalan SPIP dapat berperan secara efektif jika Tim Pengawalan dan
unit kerja/Unit Pelaksana Teknis yang dikawal memahami proses bisnis
sasaran dan target indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja
yang akan dikembangkan SPIPnya. Sumber pemahaman tersebut adalah
(1) Keputusan Menteri tentang pembentukan organisasi; atau (2)
Keputusan Menteri Pertanian untuk penugasan khusus; (3) Rencana
Strategis Eselon I terkait; (4) Perjanjian Kinerja; (5) DIPA/POK unit kerja;
dan (6) Pedoman Umum dan Pedoman Teknis terkait dengan kegiatan.
Pengawalan dimulai dengan melakukan conditioning kewajiban
penerapan SPIP terintegrasi MR, melakukan evaluasi lingkungan
pengendalian unit kerja, mengidentifikasi sasaran dan target indikator
kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja dan proses bisnisnya, penilaian
risiko, merancang kegiatan pengendalian, merancang metode kegiatan
informasi dan komunikasi, dan merancang pelaksanaan pemantauan
pengendalian. Apabila diperlukan, dapat dilakukan observasi lapang
terkait objek pengawalan.

Dalam mendukung Kegiatan Pengawalan, Inspektorat wajib
mengoperasionalkan Penetapan Kinerja Inspektorat ke dalam rencana
pencapaian Kinerja output Inspektorat untuk mendukung pencapaian
kinerja outcome Inspektorat Jenderal. Bersama-sama dengan target
output dan target outcome lainnya, Inspektorat wajib merencanakan
penggunaan anggaran dan hari kerja auditor dalam satu tahun sesuai
jumlah hari pengawalan yang tersedia sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Untuk mendukung pencapaian kinerja



output tersebut, Inspektorat wajib menyusun daftar penugasan
pengawalan pada lingkup Eselon I yang menjadi mitra kerjanya.

A.1. Rencana Kinerja Output

Inspektur wajib mendistribusikan target rekomendasi pengawalan
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap bulan
dan dikomunikasikan kepada Tim, agar Tim Pengawalan dapat
menyelesaikan laporan dengan tepat waktu dan merumuskan
rekomendasi sesuai dengan tujuan pengawalan.

Inspektur wajib menyiapkan media pengukuran dan mengukur
realisasi pencapaian jumlah laporan seluruh unit kerja/UPT yang
telah dilakukan pengawalan sebagai capaian kinerja output; beserta
jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebagai capaian
kinerja outcome untuk pemenuhan Perjanjian Kinerja masing-
masing Inspektorat sebagai bahan penyusunan laporan pencapaian
kinerja bulanan maupun triwulanan. Capaian kinerja output
tersebut dapat berupa capaian SKP.

A.2. Rencana Kinerja Outcome

Inspektur wajib mendapatkan capaian Indikator outcome yaitu
pemanfaatan atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawalan dari
unit kerja yang dikirim kepada Inspektorat Jenderal. Selanjutnya
dikomunikasikan ke Tim Pengawalan untuk mendapatkan bahan
perumusan rekomendasi kepada penanggung jawab program
(Eselon I) dan penangung jawab kegiatan (Eselon II/III/1V).
Inspektur wajib menyiapkan media pengukuran dan mengukur
realisasi pencapaian pemanfaatan atau tindaklanjut dari
rekomendasi hasil pengawalan, baik rekomendasi untuk
Penanggungjawab Program (Eselon I) maupun rekomendasi untuk
Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/III/IV) dan menyiapkan
prosedur pelaporan yang dialamatkan kepada Sekretaris
Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian sebagai bahan penyusunan laporan
pencapaian kinerja bulanan maupun triwulanan.

B. Pelaksanaan Penugasan Pengawalan SPIP Terintegrasi
Program Kerja Pengawalan berisikan Tujuan, Peraturan Yang Mendasari
setiap tahapan pengawalan, Peraga yang digunakan, dan Tahapan
Pelaksanaan FGD dan Peran Tim Pengawalan di setiap ruang lingkup
yaitu meliputi pembangunan unsur-unsur SPI mulai dari evaluasi
lingkungan pengendalian, penetapan konteks, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

B.1. Conditioning Kewajiban Penerapan SPIP Terintegrasi

Inspektorat wajib memfasilitasi tim pengawalan alat peraga yang
diperlukan untuk menciptakan suatu kondisi bahwa berdasarkan
PP 60 Tahun 2008, semua instansi wajib menyelenggarakan SPIP
Terintegrasi. Untuk menyadarkan pelaksanaan kewajiban tersebut,
Inspektorat wajib mengembangkan bahan, atau menunjukkan
peraga sederhana untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP Unit
Kerja/UPT Lingkup Kementan. Peraga umum yang digunakan pada
pengawalan pengembangan SPIP Pencapaian Target Perjanjian
Kinerja adalah (a) Definisi, Unsur-unsur dan Tujuan SPIP (Peraga
A); (b) Langkah Utama Pengembangan SPIP (Peraga B); (c) Subunsur
Lingkungan Pengendalian (Peraga C). Inspektur wajib memastikan
bahwa tim pengawalan telah dibekali dengan semua peraga
tersebut dalam rangka tercapainya hasil yang memadai.



B.2. Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 penjelasan Pasal 3 (1),
lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai kondisi dalam
instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian
intern. Kondisi lingkungan pengendalian inilah sering di luar
kendali pimpinan instansi yang dikawal. Oleh karena itu,
pengawalan pada evaluasi lingkungan pengendalian dapat
memberikan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian dalam
waktu yang relatif singkat, dengan melibatkan peran aktif orang-
orang yang berada didalam lingkungan tersebut.

1. Tujuan

Tujuan evaluasi lingkungan pengendalian adalah melakukan
mapping terhadap kondisi 8 sub unsur lingkungan pengendalian
untuk menunjukkan identifikasi subunsur-subunsur lingkungan
pengendalian yang lemah. Tergantung kondisinya, Tim
Pengawalan dapat memilih sub unsur lingkungan pengendalian
mana saja yang perlu dievaluasi.

Keberhasilan pelaksanaan Evaluasi Lingkungan Pengendalian
bergantung sepenuhnya pada dukungan pimpinan unit
kerja/satker kepada pejabat/staf di bawahnya untuk bisa
bersikap terbuka, jujur dan bebas dari tekanan di dalam
penilaian terhadap faktor—faktor lingkungan pengendalian. Hasil
evaluasi lingkungan pengendalian yang terlalu diintervensi atau
dikendalikan oleh pimpinan unit/satker menjadi kurang
bermanfaat dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan
lingkungan pengendalian yang ada.

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi

lingkungan pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 sampai
dengan pasal 12 tentang Lingkungan Pengendalian serta
penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian
1 tentang Daftar Uji Lingkungan Pengendalian.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

d. Peraturan Kepala BPKP yang terkait dengan Evaluasi
Lingkungan Pengendalian.

3. Peraga Yang Digunakan

Peraga yang digunakan dalam evaluasi Lingkungan Pengendalian
adalah (1) Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian
(Lampiran 3.1); (2) Rekapitulasi Jawaban Kuisioner Evaluasi
Lingkungan Pengendalian (Lampiran 3.2); dan (3) Panduan
Wawancara Evaluasi Lingkungan Pengendalian (Lampiran 3.3).

4. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan evaluasi Lingkungan Pengendalian masih bersifat
umum. Pengendali Teknis dapat memimpin atau mendelegasikan
kepada Ketua/Anggota Tim dalam menjalankan kuesioner atau

melakukan wawancara atau dapat pula hanya melakukan
supervisi.



5. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Evaluasi Lingkungan Pengendalian dilakukan

dengan tahapan, yaitu:

Lakukan pengumpulan data Evaluasi Lingkungan Pengendalian.

Dalam hal menggunakan kuesioner sesuai Lampiran 1.1, yaitu:

1) Tentukan responden yang kompeten, yaitu memahami suasana
kerja  dari  unit/satker  tersebut, terkait  dengan
kondisi/permasalahan lingkungan pengendalian yang akan
dibahas, dan jika memungkinkan memiliki pemahaman
fungsional dan teknis materi yang dibahas.

2) Undang atau kumpulkan responden di suatu lokasi untuk
mengisi kuesioner secara bersama.

3) Pandu responden untuk mengisi kuesioner.

4) Tekankan bahwa keterbukaan, kejujuran, dan bebas dari
intervensi dalam mengisi kuisioner akan menghasilkan
gambaran  kondisi lingkungan pengendalian  yang
sesungguhnya.

5) Pastikan bahwa kuesioner telah diisi dengan lengkap.

6) Lakukan rekapitulasi hasil pengisian kuisioner dengan
menggunakan Lampiran 3.2 untuk mengetahui modus dari
masing-masing pertanyaan.

7) Lakukan uji petik terhadap hasil Evaluasi Lingkungan
Pengendalian. Apabila ditemukan dalam satu pertanyaan
diperoleh mayoritas responden menjawab Tidak (T) dengan
melakukan konfirmasi kepada responden dan meneliti
dokumen/bukti yang mendukung jawaban tersebut. Hal ini
untuk memastikan bahwa responden yang terpilih memang
benar-benar kompeten dan memahami lingkungan kerjanya.
Demikian juga, untuk jawaban kuisieoner yang mayoritas Ya
(Y) atau seluruhnya Ya (Y), lakukan uji petik dan mintakan
bukti/dokumen yang mendukung jawaban tersebut, untuk
memastikan kebenaran atas hasil yang disampaikan.

Keterkaitan Hasil Evaluasi Lingkungan dengan Penilaian Risiko dan
Kegiatan Pengendalian.

Hasil evaluasi Lingkungan Pengendalian digunakan sebagai acuan
dan/atau informasi dalam melakukan penilaian risiko dan merancang
kegiatan  pengendalian. Kelemahan-kelemahan hasil evaluasi
lingkungan pengendalian akan menjadi penyebab langsung atau tidak
langsung timbulnya risiko.

B.3. Penetapan Konteks

Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter
internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola
risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam
manajemen risiko.

1. Tyjuan

Tujuan penetapan konteks adalah: 1) mengidentifikasi hal-hal
yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko; 2)
mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik
Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
Kementerian Pertanian; 3) mengidentifikasi-dengan proses bisnis
unit Pemilik Risiko; 4) mengidentifikasi pemangku kepentingan,
yaitu pihak-pihak di dalam dan di luar unit Pemilik Risiko yang
terlibat dalam proses bisnis unit Pemilik Risiko; 5) merumuskan
kriteria dampak dan frekuensi peristiwa risiko yang bertujuan

~
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untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari
risiko; dan 6) menetapkan selera risiko.

Penetapan Toleransi Risiko/Risk Tolerance/Selera Risiko/Risk
Apetite adalah Tingkat risiko yang ditetapkan pimpinan selaku
pemilik risiko (owner risk) yang merupakan batas risiko perlu
dikendalikan atau dapat diterima tanpa harus melakukan
pengendalian / mitigasi.

. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan penilaian risiko,

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 sampai
dengan pasal 17 tentang Penilaian Risiko dan penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian
2 tentang Daftar Uji Penilaian Risiko.

c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

. Alat Peraga

Dokumen dan formulir yang menjadi alat peraga penetapan
Konteks (Peraga D). Format penetapan konteks terdiri dari unsur
penetapan konteks (Penetapan Konteks (Format-1A), dan
Penetapan Kriteria Risiko (Format-2A).

. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan Penetapan Konteks dilakukan oleh tim bersama unit
kerja/UPT yang dikawal, yang diawali dengan penjelasan umum
oleh Pengendali Mutu/Pengendali Teknis dan selanjutnya
Penetapan Konteks dilakukan oleh Ketua Tim dibantu Anggota
Tim.

. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan untuk Penetapan Konteks suatu kegiatan adalah: (1)
penetapan konteks/tujuan. Langkah-langkah pengawalan dalam
mendampingi pelaksanaan Penetapan Konteks adalah sebagai
berikut:

a. Penetapan Konteks dilaksanakan dengan mengindefikasi
tujuan dan sasaran strategis unit kerja/UPT dan menetapkan
selera risiko (Format-1A).

b. Penetapan Kriteria Risiko dilakukan untuk menilai risiko dari
aspek dampak dan probabilitas secara obyektif perlu dilakukan
secara kuantitatif dengan skala yang digunakan 1-5 mengacu
pada Permentan Nomor 38 Tahun 2021 (Format-2A).

c. Kriteria dampak dapat menggunakan area dampak pada beban
keuangan negara, penurunan reputasi, kesehatan dan
keselamatan kerja, Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
dan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan
Inspektorat.

d. Kriteria Risiko dapat menggunakan kriteria kemungkinan,
yaitu Persentase dalam 1 tahun, Jumlah Frekuensi dalam 1
tahun dan Kejadian toleransi rendah.
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B.4. Penilaian Risiko

Risiko adalah kejadian yang dapat menghambat atau menghalangi
pencapaian tujuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi
Pemerintah. Risiko Inherent adalah risiko yang terjadi apabila unit
kerja tidak melakukan suatu tindakan baik dari sisi
impact/dampak maupun likelihood/kemungkinan. Risiko Residual
adalah risiko yang masih ada setelah dilakukan tindakan
pengendalian/control baik terhadap likelihood/kemungkinan
maupun impact/dampak (after control). Impact/dampak adalah
tingkat kerugian dan/atau potensi kerugian/kerusakan yang
terjadi, dari suatu kejadian, berdasarkan pengalaman historis
dan/atau kemungkinan di masa depan. Likelihood/kemungkinan
adalah tingkat kemungkinan sebuah risiko terjadi - berapa sering -
dibandingkan pada seluruh aktivitas dan/atau periode waktu
tertentu, berdasarkan pada pengalaman historis dan/atau
kemungkinan di masa depan.

TUSH UPT
1809001, 17043, 37001
PERJANJIAN KINERJA DAN RKA KL,
SBM, PMK TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN dan ASSET
KEBLJAKAN TERTULIS MENTAN,

DIRJEN, KA BARANTAN, DIREKTUR,
— KAPUS,GUBERNUR, KADIS

Residual Risk

Treated

Gambar 1. Residual Risk, Inherent Risk, Risk Treatment dan Risk
Tolerance
1. Tujuan

Penilaian risiko bertujuan untuk menyusun Daftar Risiko atau
Register Risiko (Risk Register) dan peta risiko (Risk Map)
terhadap pencapaian tujuan unit kerja yang dikawal.

Daftar risiko ini didapat setelah menganalisis risiko yang
diidentifikasi dalam keseluruhan proses bisnis untuk
selanjutnya dibuat peta risiko.

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan penilaian
risiko, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 sampai
dengan pasal 17 tentang Penilaian Risiko dan penjelasannya.
b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

bagian 2 tentang Daftar Uji Penilaian Risiko.
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c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian
Pertanian.

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

. Alat Peraga

Dokumen dan formulir yang menjadi alat peraga dalam
penilaian risiko berupa Pemetaan Risiko (Peraga E). Format
penilaian risiko terdiri dari unsur Identifikasi Risiko (Format-
3A), Analisis Risiko dan Peta Risiko (Format-4A).

. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan penilaian risiko dilakukan oleh tim bersama unit
kerja/UPT yang dikawal, yang diawali dengan penjelasan umum
oleh Pengendali Mutu/Pengendali Teknis dan selanjutnya
penilaian risiko dilakukan oleh Ketua Tim dibantu Anggota Tim.

. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan untuk Penilaian Risiko suatu kegiatan adalah: (1)
mengidentifikasi risiko setiap proses bisnis; (2) menganalisis
risiko; dan (3) memetakan risiko.

Langkah-langkah pengawalan dalam mendampingi pelaksanaan
Penilaian Risiko adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Identifikasi risiko adalah usaha untuk
menemukan/mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul
dalam kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja/instansi
pemerintah.

Tahapan untuk mengidentifikasi risiko suatu kegiatan

adalah:

(1) menguraikan peristiwa risiko/risk event untuk masing-
masing proses bisnis, satu proses bisnis dapat terdiri
lebih dari satu peristiwa risiko.

(2) pemberian kode risiko untuk masing-masing peristiwa
risiko.

(3) penentuan jenis kelompok risiko/risk category untuk
masing-masing peristiwa risiko.

(4) mengidentifikasi penyebab risiko/risk cause untuk
masing-masing peristiwa risiko, masing-masing peristiwa
risiko dapat terdiri dari lebih dari satu penyebab risiko.

(5) mengidentifikasi akibat/potensi kerugian.

(6) mengidentifikasi metode pencapaian tujuan SPIP.

(7) Tuangkan seluruh hasil identifikasi risiko pada Format-
3A.

Apabila diperlukan, Identifikasi risiko dapat dilaksanakan
melalui observasi lapang terhadap program/kegiatan yang
dikawal dilanjutkan diskusi bersama unit kerja/UPT.

2) Analisis Risiko (Risk Analysis)

Analisis risiko dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam
P.'asal 13 ayat (2) huruf b pada PP Nomor 60 Tahun 2008
dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang
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telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi
Pemerintah. Analisis risiko dilakukan untuk penetapan
prioritas pengendalian risiko, dengan metode leveling. Untuk
mengurangi subjektivitas penilaian, tim perlu mengajak
sebanyak mungkin manajemen dan pelaksana kegiatan untuk
ikut dalam tahapan FGD (Focus Group Discussion). Langkah-
Langkah untuk menganalisis risiko sebagai berikut.

a) Berdasarkan risiko yang telah teridentifikasi pada
tahapan bisnis berupa Risk Event/uraian peristiwa risiko
dan Risk Couse/Penyebab Risiko selanjutnya digunakan
teknik FGD untuk menentukan Score Impact/Dampak (D)
dan Score Likehood/Kemungkinan (K). Terhadap score
yang di dapatkan dari setiap responden yang kompeten
dilakukan perhitungan rerata D dan K. Untuk
menentukan besaran level risiko dengan cara
mengombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level
kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis
risiko selanjutnya menentukaan urutan tingkat risiko.
Tingkat risiko disebut sebagai Inherent Risk / Risiko
Melekat.

b) Selanjutnya dilakukan evaluasi Existing
Control/pengendalian yang ada terhadap Risiko Melekat
yaitu meliputi ada/tidak-nya pengendalian yang telah
dilaksanakan, apakah telah memadai untuk
mengendalikan risiko yang telah teridentifikasi dan
apakah pengendalian tersebut telah dilaksanakan 100%
atau belum.

¢) Selanjutnya dampak dari pengendalian yang ada tersebut
dilakukan penilaian tingkat risiko secara FGD dengan
responden yang kompeten untuk mengetahui tingkat
risiko tersisa / Residual Risk dengan cara seperti huruf (a).

d) Penetapan tingkat residual risk dilakukan dengan
memperhatikan risiko awal (inherent risk) dan
pengendalian risiko yang telah ada (existing control).

e) Hasil analisis risiko tersisa/Residual Risk tersebut
selanjutnya dituangkan dalam Peta Risiko (Peraga E).

f) Kriteria responden yang kompeten pada point a) dan b)
adalah personil unit kerja yang mengetahui dengan pasti
tusi/kegiatan yang akan dilaksanakan serta tujuan yang
akan dicapai.

g) Tuangkan seluruh hasil analisa risiko pada Format-4A.

B.5. Kegiatan Pengendalian

Rancangan kegiatan pengendalian, terwujud dalam bentuk
Kebijakan dan Prosedur (SOP). Penggunaan Kebijakan dan SOP ini
dalam kegiatan sehari-hari merupakan implementasi nyata kegiatan
pengendalian dalam rangka mengarahkan semua personil unit kerja
untuk mengendalikan risiko tersisa/residual risk. Kriteria untuk
melakukan pengendalian adalah berdasarkan SOP pelaksanaan
yang telah ditetapkan unit kerja (sesuai ISO atau prosedur kerja
yang ditetapkan). Sebagai acuan untuk melakukan pengendalian
antara lain dapat menggunakan referensi yang tercantum dalam 11
sub unsur kegiatan pengendalian (Peraga F). Rumusan
pengendalian risiko yang ditetapkan pimpinan tersebut bersifat
dinamis (sesuai saat tertentu berdasarkan informasi dan sumber
daya yang ada), sehingga perlu dilakukan evaluasi secara periodik
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dan harus mempertimbangkan kelayakan solusi/pengendalian
tersebut untuk mengatasi risiko pada masa mendatang.

1. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengendalian adalah untuk mengendalikan/
mitigasi risiko tersisa/residual risk sehingga risiko tersebut
masuk dalam kategori tolerance risk yang telah ditetapkan oleh
pimpinan unit kerja.

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 18 sampai
dengan pasal 40 tentang Kegiatan Pengendalian dan
penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian
3 tentang Daftar Uji Kegiatan Pengendalian.

c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-689/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian
di Lingkungan Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.

€. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

3. Alat Peraga

Dokumen dan formulir yang menjadi alat peraga dalam kegiatan
pengendalian adalah Peraga F, dan bentuk fisik pengendalian
Peraga G, serta formulir pengendalian risiko (Format-5A).

4. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh seluruh tim,
yang diawali dengan penjelasan umum oleh Pengendali
Mutu/Pengendali Teknis dan selanjutnya Pengendalian Risiko
dilakukan oleh Ketua Tim dibantu Anggota Tim.

5. Tahapan Pelaksanaan
Tahapan untuk pengendalian risiko sebagai berikut:

a.Tim melakukan eksplorasi bersama unit kerja untuk
menetapkan strategi pengendalian/mitigasi (avoid, reduce,
share, accept) dengan mengacu antara lain pada 11 unsur

pengendalian (PP Nomor 60 pasal 18).

1) Avoid adalah menghindari risiko dengan cara menunda atau
membatalkan pelaksanaan kegiatan. Contohnya adanya ABT
yang turun pada bulan November sementara barang yang
akan diadakan harus impor.

2) Share adalah mengalihkan risiko kepada pihak ketiga,
contohnya asuransi dan outsourcing petugas keamanan dan
cleaning service.

3) Reduce adalah menurunkan kemungkinan/frekuensi
terjadinya risiko dan/atau menurunkan dampak melalui
peningkatan pengendalian dan efisiensi proses.

4) Accept adalah menerima risiko karena biaya pengendalian
lebih besar dari dampak risiko sehingga tidak perlu
melakukan aktivitas pengendalian.
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Gambar 2 Bentuk Mitigasi Risiko

b. Menetapkan deskripsi/aktivitas pengendalian, waktu dan
anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengendalian
serta target tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian (risk
after treatment) sesuai pada Format-5A. Target risiko setelah
pengendalian diupayakan masuk/dibawah risk tolerance atau
selera risiko.

c. Bagi risiko yang sudah masuk risk tolerance tidak perlu
dilakukan pengendalian khusus atau risk treatment.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi diselenggarakan untuk mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan oleh Pimpinan Instansi ke
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari tahap
Evaluasi Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, dan Kegiatan
Pengendalian. Informasi tersebut diperlukan saat pengembangan
SPI dilakukan agar mitigasi yang dilakukan dapat mengantisipasi
terjadinya risiko pada masa mendatang. Informasi dapat berupa
data tentang faktor internal dan eksternal yang berpengaruh
terjadinya risiko.

1. Tujuan

Tujuan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan mitigasi risiko
telah  dikomunikasikan  kepada  seluruh  pihak yang
berkepentingan dan telah dicatat dengan tertib.

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 41 sampai
dengan pasal 42 tentang Informasi dan Komunikasi dan
penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian
4 tentang Daftar Uji Informasi dan Komunikasi.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Lingkup

Kementerian Pertanian.

3. Alat Peraga
Alat peraga dalam kegiatan infokom sesuai Peraga H
4. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh seluruh
tim, yang diawali dengan penjelasan umum oleh Pengendali
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Teknis dan selanjutnya Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh
Ketua Tim dibantu Anggota Tim.

5. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan untuk pelaksanaan informasi dan komunikasi sebagai

berikut:

a. Pastikan hasil kegiatan Evaluasi Lingkungan pengendalian,
Penilaian Risiko, dan Kegiatan Pengendalian telah
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan di unit kerja.

b. Pastikan bahwa penyelenggaraan informasi dan komunikasi
tersebut telah didukung dengan evidence.

Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas
mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan evaluasi efektivitas
pengendalian risiko. Pemantauan dilakukan untuk melihat tahapan
pelaksanaan SPI mulai Evaluasi Lingkungan pengendalian,
Penilaian Risiko, dan Kegiatan Pengendalian dibandingkan dengan
ketentuan SPI yang ditetapkan. Serta mengevaluasi implementasi
pengendalian risiko yang ditetapkan secara periodik triwulan atau
semesteran.

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan
berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin,
supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang
terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan
melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern, yang dapat dilakukan oleh APIP atau pihak
eksternal pemerintah, serta menggunakan daftar uji pengendalian
intern yang disusun sesuai lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008.

Untuk pelaksanaan pemantauan SPI dilakukan dengan
menggunakan Format-6A serta dilakukan reviu sebagaimana
Format-7A.

1. Tujuan

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pengembangan SPI telah sesuai dengan ketentuan
dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan melakukan reviu terhadap
efektivitas dan efisiensi penerapan SPI tersebut dalam
mendukung tujuan unit kerja. Pemantauan juga berguna untuk
mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti
penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola
(mismanagement).

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 43 sampai
dengan pasal 46 tentang Pemantauan dan penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian
S tentang Daftar Uji Pemantauan.

c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.
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e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

3. Alat Peraga

Alat peraga dalam kegiatan Pemantauan sesuai Peraga I dan
Dokumen dan Format-6A serta Format-7A yang menjadi alat
peraga dalam kegiatan pemantauan terlampir.

4. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan Pemantauan dilakukan oleh pimpinan instansi
pemerintah/Tim Satlak PI instansi pemerintah, dengan
pendampingan dari Tim Pengawalan, yaitu diawali dengan
penjelasan umum oleh Pengendali Teknis dan selanjutnya
pendampingan perancangan proses pemantauan dilakukan oleh
Ketua Tim dibantu Anggota Tim. Apabila telah dilaksanakan
pemantauan pengendalian intern maka Tim Pengawalan
melaksanakan reviu atas pemantauan yang telah dilaksanakan
Tim Satlak Pl Instansi Pemerintah. Apabila diperlukan, unit
kerja/satker dapat meminta Tim Itjen untuk melakukan evaluasi
terpisah yang bertujuan untuk memberikan masukan pada
pimpinan unit kerja tentang implementasi penerapan SPI di unit
kerja.

S. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan adalah
sebagai berikut:

a. Reviu apakah pihak unit kerja telah mengembangkan dan
membangun 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Internal
meliputi 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3)
kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5)
pemantauan pengendalian intern.

b. Reviu apakah pengembangan SPI telah diimplementasikan
sesuai S unsur SPI dengan memantau waktu terjadinya risiko
dan pengendaliannya, level risiko, biaya penanganan risiko,
evidence dan risk owner sesuai ketentuan yang ditetapkan.
(Format-5A).

c. Lakukan reviu apakah wunit kerja telah melakukan
pemantauan terhadap implementasi pengendalian yang
ditunjukkan dengan membandingkan masing-masing risiko
sisa (residual risk) sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan
pengendalian, ditunjukkan perubahan level risiko sebelum dan
sesudah kegiatan pengendalian (risk after mitigation).

d. Apabila unit kerja belum melakukan pemantauan atas
implementasi kegiatan pengendalian, maka tim Itjen
melakukan analisis atas penyebab, akibat dan dampak dari
tidak dilaksanakannya kegiatan pengendalian.

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian/risk treatment
dari segi tahapan SPI telah dilakukan seluruhnya dan
dikomunikasikan dengan owner risk, dampak risiko sudah dapat
ditoleransi, risiko baru yang muncul setelah risk treatment, dan
tujuan tercapai. Tuangkan pada Format Pemantauan.
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BAB III
PENGAWALAN/PEMANTAUAN SPIP PADA SATKER ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
DI TINGKAT PROVINSI/KOTA/KABUPATEN

A. Uraian dan Penetapan Kinerja Pengawalan SPIP

Pengawalan SPIP dapat berperan secara efektif jika Tim Pengawalan dan
Satker Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikawal memahami
proses bisnis sasaran dan target indikator kinerja kegiatan dalam
Perjanjian Kinerja yang akan dikembangkan SPIPnya. Sumber
pemahaman tersebut adalah (1) Keputusan Menteri tentang
pembentukan organisasi; atau (2) Keputusan Menteri Pertanian untuk
penugasan khusus; (3) Rencana Strategis Eselon I terkait; (4) Perjanjian
Kinerja; (5) DIPA/POK satker; dan (6) Pedoman Umum dan Pedoman
Teknis terkait dengan kegiatan.

Pengawalan dimulai dengan melakukan conditioning kewajiban
penerapan SPIP, melakukan evaluasi lingkungan pengendalian unit
kerja, mengidentifikasi sasaran dan target indikator kinerja kegiatan
dalam Perjanjian Kinerja dan proses bisnisnya, penilaian risiko,
merancang kegiatan pengendalian, merancang metode kegiatan informasi
dan komunikasi, dan merancang pelaksanaan pemantauan
pengendalian. Apabila diperlukan, dapat dilakukan observasi lapang
terkait objek pengawalan.

Dalam mendukung Kegiatan Pengawalan, Inspektorat wajib
mengoperasionalkan Penetapan Kinerja Inspektorat ke dalam rencana
pencapaian kinerja output Inspektorat untuk mendukung pencapaian
kinerja outcome Inspektorat Jenderal. Bersama-sama dengan target
output dan target outcome lainnya, Inspektorat wajib merencanakan
penggunaan anggaran dan hari kerja auditor dalam satu tahun sesuai
jumlah hari pengawalan yang tersedia sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Untuk mendukung pencapaian kinerja
output tersebut, Inspektorat wajib menyusun daftar penugasan
pengawalan pada lingkup Eselon I yang menjadi mitra kerjanya.

A.1. Rencana Kinerja Output

Inspektur wajib mendistribusikan target rekomendasi pengawalan
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap bulan
dan dikomunikasikan kepada Tim, agar Tim Pengawalan dapat
menyelesaikan laporan dengan tepat waktu dan merumuskan
rekomendasi sesuai dengan tujuan pengawalan.

Inspektur wajib menyiapkan media pengukuran dan mengukur
realisasi pencapaian jumlah laporan seluruh satker yang telah
dilakukan pengawalan sebagai capaian kinerja output; beserta
jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebagai capaian
kinerja outcome untuk pemenuhan Perjanjian Kinerja masing-
masing Inspektorat sebagai bahan penyusunan laporan pencapaian
kinerja bulanan maupun triwulanan. Capaian kinerja output
tersebut dapat berupa capaian SKP.

A.2. Rencana Kinerja Outcome
Inspektur wajib mendapatkan capaian Indikator outcome yaitu
pemanfaatan atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawalan dari
unit kerja yang dikirim kepada Inspektorat Jenderal. Selanjutnya
dikomunikasikan ke Tim Pengawalan untuk mendapatkan bahan
perumusan rekomendasi kepada penanggung jawab program
(Eselon I) dan penangung jawab kegiatan (Eselon II).
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Inspektur wajib menyiapkan media pengukuran dan mengukur
realisasi pencapaian pemanfaatan atau tindaklanjut dari
rekomendasi hasil pengawalan, baik rekomendasi untuk
Penanggungjawab Program (Eselon I) maupun rekomendasi untuk
Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/satker) dan menyiapkan
prosedur pelaporan yang dialamatkan kepada Sekretaris
Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian sebagai bahan penyusunan laporan
pencapaian kinerja bulanan maupun triwulanan.

B. Pelaksanaan Penugasan Pengawalan SPIP

Program Kerja Pengawalan berisikan Tujuan, Peraturan Yang Mendasari
setiap tahapan pengawalan, Peraga yang digunakan, dan Tahapan
Pelaksanaan FGD dan Peran Tim Pengawalan di setiap ruang lingkup
yaitu meliputi pembangunan unsur-unsur SPI mulai dari evaluasi
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, pemantauan.

Untuk satker Dinas Propinsi/Kabupaten dapat langsung dilakukan
pemantauan implementasi (tahap ke V unsur SPIP). Program Kerja
Pemantauan berisikan Tujuan, Peraturan yang Mendasari setiap tahapan
pemantauan, Peran Tim, dan waktu yang diperlukan, yaitu meliputi hasil
identifikasi risiko dan pengendalian yang telah disusun oleh Eselon I
masing-masing yang akan dilakukan pemantauan implementasinya pada
satker lingkup dinas propinsi/kabupaten pelaksana kegiatan.

B.1. Conditioning Kewajiban Penerapan SPIP

Inspektorat wajib memfasilitasi tim pengawalan alat peraga yang
diperlukan untuk menciptakan suatu kondisi bahwa berdasarkan PP
60 Tahun 2008, semua instansi wajib menyelenggarakan SPIP.
Untuk menyadarkan pelaksanaan kewajiban tersebut, Inspektorat
wajib mengembangkan bahan, atau menunjukkan peraga sederhana
untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP satker OPD Lingkup
Kementan. Peraga umum yang digunakan pada pengawalan
pengembangan SPIP Pencapaian Target Perjanjian Kinerja adalah (a)
Definisi, Unsur-unsur dan Tujuan SPIP (Peraga A); (b) Langkah
Utama Pengembangan SPIP (Peraga B); (c) Subunsur Lingkungan
Pengendalian (Peraga C). Inspektur wajib memastikan bahwa tim
pengawalan telah dibekali dengan semua peraga tersebut.

B.2.Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 penjelasan Pasal 3 (1),
lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai kondisi dalam
instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian
intern. Kondisi lingkungan pengendalian inilah sering di luar kendali
pimpinan instansi yang dikawal. Oleh karena itu, pengawalan pada
evaluasi lingkungan pengendalian dapat memberikan penilaian atas
kondisi lingkungan pengendalian dalam waktu yang relatif singkat,
dengan melibatkan peran aktif orang-orang yang berada didalam
lingkungan tersebut.

1. Tyjuan

Tujuan evaluasi lingkungan pengendalian adalah melakukan
mapping terhadap kondisi 8 sub unsur lingkungan pengendalian
untuk menunjukkan identifikasi subunsur-subunsur lingkungan
pengendalian yang lemah. Tergantung kondisinya, Tim
Pengawalan dapat memilih sub unsur lingkungan pengendalian
mana saja yang perlu dievaluasi.
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Keberhasilan pelaksanaan Evaluasi Lingkungan Pengendalian
bergantung sepenuhnya pada dukungan pimpinan satker OPD
kepada pejabat/staf di bawahnya untuk bisa bersikap terbuka,
jujur dan bebas dari tekanan di dalam penilaian terhadap faktor-
faktor lingkungan pengendalian. Hasil evaluasi lingkungan
pengendalian yang terlalu diintervensi atau dikendalikan oleh
pimpinan satker OPD menjadi kurang bermanfaat dalam
memperbaiki kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian
yang ada.

. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi

lingkungan pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 sampai
dengan pasal 12 tentang Lingkungan Pengendalian serta
penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian 1
tentang Daftar Uji Lingkungan Pengendalian.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Lingkup

Kementerian Pertanian.

€. Peraturan Kepala BPKP yang terkait dengan Evaluasi

Lingkungan Pengendalian.

. Peraga Yang Digunakan

Peraga yang digunakan dalam evaluasi Lingkungan Pengendalian
adalah (1) Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian (Lampiran
3.1) Format-8; (2) Rekapitulasi Jawaban Kuisioner Evaluasi
Lingkungan Pengendalian (Lampiran 3.2) Format-9; dan (3)
Panduan Wawancara Evaluasi Lingkungan Pengendalian
(Lampiran 3.3) Format-10.

. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan evaluasi Lingkungan Pengendalian masih bersifat
umum. Pengendali Teknis dapat memimpin atau mendelegasikan
kepada Ketua/Anggota Tim dalam menjalankan kuesioner atau
melakukan wawancara atau dapat pula hanya melakukan
supervisi.

. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Evaluasi Lingkungan Pengendalian dilakukan dengan

tahapan, yaitu:

Lakukan pengumpulan data Evaluasi Lingkungan Pengendalian.

Dalam hal menggunakan kuesioner sesuai (Lampiran 3.1) Format-

8, yaitu :

1) Tentukan responden yang kompeten, yaitu memahami suasana
kerja dari unit/satker tersebut, terkait dengan kondisi/
permasalahan lingkungan pengendalian yang akan dibahas, dan
jika memungkinkan memiliki pemahaman fungsional dan teknis
materi yang dibahas.

2) Undang atau kumpulkan responden di suatu lokasi untuk
mengisi kuesioner secara bersama.

3) Pandu responden untuk mengisi kuesioner.

4) Tekankan bahwa keterbukaan, kejujuran, dan bebas dari
intervensi dalam mengisi kuisioner akan menghasilkan
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gambaran kondisi lingkungan pengendalian yang
sesungguhnya.

5) Pastikan bahwa kuesioner telah diisi dengan lengkap.

6) Lakukan rekapitulasi hasil pengisian kuisioner dengan
menggunakan (Lampiran 3.2) Format-9 untuk mengetahui
modus dari masing-masing pertanyaan.

7) Lakukan uji petik terhadap hasil Evaluasi Lingkungan
Pengendalian. Apabila ditemukan dalam satu pertanyaan
diperoleh mayoritas responden menjawab Tidak (T) dengan
melakukan konfirmasi kepada responden dan meneliti
dokumen/bukti yang mendukung jawaban tersebut. Hal ini
untuk memastikan bahwa responden yang terpililh memang
benar-benar kompeten dan memahami lingkungan kerjanya.
Demikian juga, untuk jawaban kuisioner yang mayoritas Ya (Y)
atau seluruhnya Ya (Y), lakukan wuji petik dan mintakan
bukti/dokumen yang mendukung jawaban tersebut, untuk
memastikan kebenaran atas hasil yang disampaikan.

Keterkaitan Hasil Evaluasi Lingkungan dengan Penilaian Risiko dan
Kegiatan Pengendalian.

Hasil evaluasi Lingkungan Pengendalian digunakan sebagai acuan
dan/atau informasi dalam melakukan penilaian risiko dan
merancang kegiatan pengendalian. Kelemahan-kelemahan hasil
evaluasi lingkungan pengendalian akan menjadi penyebab langsung
atau tidak langsung timbulnya risiko.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko sangat diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai
risiko dan mengevaluasi risiko yang ada. Penilaian Risiko terdiri dari
identifikasi risiko dan Analisis Risiko. Untuk dapat mengidentifikasi
risiko, tim wajib (1) memastikan atau menyepakati bahwa definisi
(batasan tentang) kegiatan pokok unggulan telah memuat
identifikasi tentang karateristik, lingkup dan output kegiatan; (2)
mengidentifikasi suboutput untuk memahami proses bisnis yang
juga memiliki risiko.

Penilaian Risiko bertujuan untuk menyusun Daftar Risiko atau
Register Risiko (Risk Register) terhadap pencapaian tujuan kegiatan.
Daftar risiko ini didapat setelah menganalisis risiko yang
diidentifikasi dalam keseluruhan proses bisnis kegiatan.

Terdapat dua persyaratan Penilaian Risiko yaitu: (1) adanya batasan
yang jelas tentang definisi kegiatan dan (2) teridentifikasinya proses
bisnis dalam melaksanakan kegiatan pokok.

1. Tujuan

Penilaian risiko bertujuan untuk menyusun Daftar Risiko atau
Register Risiko (Risk Register) dan peta risiko (Risk Map) terhadap
pencapaian tujuan unit kerja yang dikawal. Daftar risiko ini
didapat setelah menganalisis risiko yang diidentifikasi dalam
keseluruhan proses bisnis untuk selanjutnya dibuat peta risiko.

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan penilaian risiko,

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 sampai
dengan pasal 17 tentang Penilaian Risiko dan penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian 2
tentang Daftar Uji Penilaian Risiko.
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c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

. Alat Peraga

Dokumen dan formulir yang menjadi alat peraga dalam penilaian
risiko berupa Pemetaan Risiko (Peraga E). Format penilaian risiko
terdiri dari unsur Definisi dan Proses Bisnis Kegiatan (Format-1B),
Uji Smart Definisi Dan Tujuan Dalam Definisi Kegiatan (Format-
2B), Identifikasi Risiko (Format-3B), Analisis Risiko dan Peta
Risiko (Format-4B).

. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan penilaian risiko dilakukan oleh tim bersama unit
kerja/UPT yang dikawal, yang diawali dengan penjelasan umum
oleh Pengendali Mutu/Pengendali Teknis dan selanjutnya
penilaian risiko dilakukan oleh Ketua Tim dibantu Anggota Tim.

. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan untuk Penilaian Risiko adalah: (1) mendefinisikan
kegiatan; (2) mengidentifikasi proses bisnis; (3) mengidentifikasi
risiko setiap proses bisnis; (4) menganalisis risiko; (5) memetakan
risiko.

Langkah-langkah pengawalan dalam mendampingi pelaksanaan
Penilaian Risiko adalah sebagai berikut:

1. Definisi Kegiatan

a) Pelajari tusi unit kerja dan pedoman yang terkait dengan
kegiatan pokok yang akan dikembangkan SPI-nya;

b) Definisikan kegiatan pokok tersebut yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan/output kegiatan (Rumusan yang jelas
tentang output yang menjadi tujuan kegiatan); dan

c) Pastikan definisi kegiatan pokok telah memuat unsur- unsur
pokok definisi (karateristik/Kekhasan yang membedakan
dengan kegiatan lainnya, ruang lingkup, dan output) dan
pastikan telah memenuhi atribut “SMART” (Specific,
Measurable, Attainable, Relevant, Time bound) sesuai
Permentan Nomor 08 Tahun 2022, lampiran Format-1B.

Definisi kegiatan pokok, termasuk target dan sasaran telah
dijabarkan secara spesifik yaitu jelas dan tidak ambigu
(S=Specific). Hal-hal yang terkait dengan target dan sasaran telah
ditetapkan secara terukur (kuantitatiff dengan menggunakan
indikator-indikator yang tepat, sehingga dapat dievaluasi
pencapaiannya (M=Measurable); Target dan sasaran yang
ditetapkan realistis atau dapat dicapai dengan sumber daya yang
dimiliki oleh unit kerja (A=Attainable); Target dan sasaran yang
ditetapkan telah sesuai dengan tujuan, tugas dan fungsi unit kerja
maupun Eselon [ (R=Relevant) dan target telah ditetapkan
ukuran/kerangka/tenggang waktu untuk menyelesaikan sasaran
yang telah ditetapkan berikut strategi jangka pendek dan jangka
panjang yang memungkinkan indikator-indikator kemajuan
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kegiatan dapat dievaluasi (T=Timebound), dengan atribut uji
sebagaimana Format-2B.

2. Identifikasi proses bisnis

a) mengacu pada output yang telah diidentifikasi dan
dirumuskan pada definisi kegiatan, identifikasi sub output
yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan utama
dan layanan,

b) identifikasi tahapan kegiatan untuk menghasilkan sub output
sebagai tahapan bisnis proses;

c) pastikan bahwa setiap sub-output dalam tahapan bisnis
proses memenubhi atribut SMART;, dan

d) tuangkan tahapan-tahapan pencapaian sub output tersebut
dalam Proses Bisnis Kegiatan dengan menggunakan Format-
1B

3. Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan/mengetahui
risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang
dilakukan oleh unit kerja/instansi pemerintah.

Tahapan untuk mengidentifikasi risiko suatu kegiatan adalah:

a) untuk setiap tahapan proses bisnis, identifikasi semua
kemungkinan kejadian (risiko) yang membuat tidak
terwujudnya atau tidak tercapainya suatu sub output;

b) lakukan hal serupa untuk setiap sub-output hingga output
kegiatan;

c) lakukan pengecekan ulang bahwa semua risiko telah
diidentifikasi di setiap proses bisnis dan kegiatan utama,;

d) tuangkan risiko-risiko tersebut dalam register risiko (Format-
3B).

Apabila diperlukan, Identifikasi risiko dapat dilaksanakan melalui
observasi lapang terhadap program/kegiatan yang dikawal
dilanjutkan diskusi bersama satker OPD.

4. Analisis Risiko (Risk Analysis)

a) berdasarkan risiko yang telah teridentifikasi pada register
risiko dengan menggunakan teknis FGD, identifikasi
penyebab risiko, sumber risiko, frekuensi terjadinya risiko
dan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan atau output
kegiatan;

b) lakukan hal serupa untuk setiap risiko yang telah
diidentifikasi di matriks Analisis Risiko; dan

c) cek ulang bahwa semua sel dalam matriks sudah terisi dalam
Format-4B.

d)Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima
(batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek
biaya dan manfaat.

5. Pemetaan risiko

Pemetaan Risiko berguna untuk memandu pemilihan dan sifat
kebijakan atau SOP dalam Kegiatan Pengendalian, bersama-
sama dengan auditan. Tim perlu menempatkan risiko
(berdasarkan dimensi dampak dan dimensi frekuensi risiko)
pada Peta Risiko. Peta tersebut membagi risiko pada empat
matriks yaitu:

a) matriks frekuensi rendah dan dampak kecil (SOP normal);

b) matriks frekuensi tinggi dampak kecil (SOP mitigasi);
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c) matriks frekuensi rendah dampak besar (SOP abatisasi); dan
d) matriks frekuensi dan dampak besar (SOP tindakan

segera).
B.5. Kegiatan Pengendalian

Rancangan Kegiatan Pengendalian terwujud dalam bentuk
Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (K-SOP). Penggunaan
K-SOP dalam kegiatan sehari-hari merupakan implementasi nyata
Kegiatan Pengendalian dalam rangka untuk mengarahkan semua
personil unit kerja untuk mengendalikan risiko yang telah
diidentifikasi selama proses Penilaian Risiko. Konsep pengendalian
intern sebagai soft control terwujud dalam implementasi K-SOP.
Kebijakan merupakan salah satu sarana pengendalian intern untuk
memandu pelaksanaan program/kegiatan dan layanan mengarah
pada tujuan yang harus dicapai, dengan menjelaskan secara rinci
hal-hal yang dilakukan. Sedangkan prosedur adalah rangkaian
(urut-urutan) dari beberapa perintah atau pernyataan (statement)
atau aturan yang mewakili aktivitas, yang dilakukan oleh satu atau
beberapa orang dengan peralatan dan waktu tertentu untuk
mencapai tujuan yang diharapkan.

Kegiatan Pengendalian berguna untuk mengatasi risiko sebelum
terjadi (SOP mitigasi), seandainya terjadi (SOP
abatisasi/penanganan risiko) atau benar-benar terjadi (SOP
bertindak segera). Standar Operasional Prosedur Pencegahan
dirancang agar risiko tidak terjadi, atau tindakan penanganan
segera seandainya suatu risiko terjadi diharapkan dapat
mengendalikan pencapaian output.

1. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengendalian adalah untuk mengendalikan/
mitigasi risiko tersisa/residual risk sehingga risiko tersebut
masuk dalam kategori tolerance risk yang telah ditetapkan oleh
pimpinan unit kerja.

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 18 sampai
dengan pasal 40 tentang Kegiatan Pengendalian dan
penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian
3 tentang Daftar Uji Kegiatan Pengendalian.

c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-689/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian
di Lingkungan Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

3. Alat Peraga

Dokumen dan formulir yang menjadi alat peraga dalam kegiatan
pengendalian adalah Peraga F, dan bentuk fisik pengendalian
Peraga G, serta formulir pengendalian (Format-5B).
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4. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan Pengendalian Risiko dilakukan oleh seluruh tim,
yang diawali dengan penjelasan umum oleh Pengendali
Mutu/Pengendali Teknis dan selanjutnya Pengendalian Risiko
dilakukan oleh Ketua Tim dibantu Anggota Tim.

5. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan untuk pengendalian risiko sebagai berikut:

a. menyatakan ulang risiko dalam register risiko atau buat
referensi risiko untuk kemudahan penyajian;

b. setiap risiko, pilih satu atau lebih dari 11 sub-unsur Kegiatan
Pengendalian (vide Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008), sebagai rancangan atau desain pengendalian,
yaitu:

1) reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
2) pembinaan sumber daya manusia;
3) pengendalian atas pengelolaan sistem Informasi;
4) pengendalian fisik atas asset;
5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6) pemisahan fungsi;
7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan
kejadian;
9) pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya;
10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya,
11) dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian
penting.

c. tentukan apakah untuk setiap desain pengendalian ini akan
ditetapkan dengan suatu kebijakan atau dengan suatu SOP;

d. lakukan pemilihan desain Kegiatan Pengendalian serupa untuk
masing-masing risiko sehingga semua risiko terancang Kegiatan
Pengendaliannya;

e. bersama-sama dengan rancangan penanganan risiko serupa,
(dengan kebijakan sebagai rancangan kendalinya), rumuskan
pengendalian kegiatan dalam bentuk kebijakan;

f. bersama-sama dengan rancangan penanganan risiko serupa,

(dengan SOP sebagai rancangan kendalinya), rumuskan
pengendalian kegiatan dalam bentuk Standar Operasional
Pelaksanaan Kegiatan;
. pastikan bahwa rumusan SOP bernada kendali; dan
-urutkan rumusan SOP sesuai kronologis kegiatan; Penggunaan
formulir dianjurkan untuk memudahkan atau
menyederhanakan SOP.
i. bagi risiko yang sudah masuk risk tolerance tidak perlu
dilakukan pengendalian khusus atau risk treatment.

Dengan demikian Kegiatan Pengendalian tersebut untuk

memastikan bahwa K-SOP Kegiatan dari masing-masing risiko pada

proses bisnis kegiatan dapat dilaksanakan serta dievaluasi secara
teratur untuk memastikan bahwa KSOP tersebut masih sesuai dan
berfungsi seperti yang diharapkan (Format-5B).

=0

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi diselenggarakan untuk mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan oleh Pimpinan Instansi ke
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari tahap
Evaluasi Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, dan Kegiatan
Pengendalian. Informasi tersebut diperlukan saat pengembangan SPI
dilakukan agar mitigasi yang dilakukan dapat mengantisipasi
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terjadinya risiko pada masa mendatang. Informasi dapat berupa
data tentang faktor internal dan eksternal yang berpengaruh
terjadinya risiko.

1. Tujuan

Tujuan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan mitigasi risiko
telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan
dan telah dicatat dengan tertib.

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 41 sampai
dengan pasal 42 tentang Informasi dan Komunikasi dan
penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian 4
tentang Daftar Uji Informasi dan Komunikasi.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

3. Alat Peraga
Alat peraga dalam kegiatan infokom sesuai Peraga H
4. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh seluruh
tim, yang diawali dengan penjelasan umum oleh Pengendali Teknis
dan selanjutnya Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Ketua
Tim dibantu Anggota Tim.

5. Tahapan Pelaksanaan

Langkah utama Langkah utama dalam mengembangkan Informasi

dan Komunikasi berfokus pada pemastian unit organisasi atau

Satker konsisten mengisi Formulir Pencatatan Pelaksanaan SOP

sesuai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. pastikan bahwa Unit Organisasi atau Satker sudah
menuangkan pelaksanaan SOP dalam suatu keputusan;

b. rancang formulir yang menunjukkan pelaksanaan kebijakan
dan juga routing slip yang menggambarkan pelaksanaan SOP;
c.cek isian dari formulir pelaksanaan kebijakan maupun
pelaksanaan SOP, Pastikan bahwa semua langkah-langkah
pengendalian kebijakan maupun SOP sudah dituangkan dalam

Formulir Pencatatan Pelaksanaan SOP;

d. apakah telah menggambarkan adanya Informasi yang relevan,
akurat, dan tepat waktu dalam pelaksanaan kebijakan/SOP
serta dapat dilakukan pengecekan/pemantauan dan tindakan
korektif secara tepat; dan

e. dokumentasikan (monitor) pelaksanaan kebijakan/SOP untuk
masing-masing kegiatan individual.

B.7. Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu
kinerja Sistem Pengendalian Intern dan evaluasi efektivitas
pengendalian risiko. Pemantauan dilakukan untuk melihat tahapan
pelaksanaan SPI mulai Evaluasi Lingkungan pengendalian, Penilaian
Risiko, dan Kegiatan Pengendalian dibandingkan dengan ketentuan
SPI yang ditetapkan. Serta mengevaluasi implementasi pengendalian
risiko yang ditetapkan secara periodik triwulan atau semesteran.
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Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan
berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin,
supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang
terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan
melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern, yang dapat dilakukan oleh APIP atau pihak
eksternal pemerintah, serta menggunakan daftar uji pengendalian
intern yang disusun sesuai lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008.
Untuk pelaksanaan pemantauan implementasi SPI dilakukan
dengan menggunakan Format-6B dan Risk Reviu menggunakan
Format-7B, serta pencatatan risiko menggunakan Format-7C.

1. Tujuan

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pengembangan SPI telah sesuai dengan ketentuan
dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan melakukan reviu terhadap
efektivitas dan efisiensi penerapan SPI tersebut dalam mendukung
tujuan unit kerja. Pemantauan juga berguna untuk
mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan,
pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement).

2. Peraturan Yang Mendasari

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

pengendalian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 43 sampai
dengan pasal 46 tentang Pemantauan dan penjelasannya.

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bagian 5
tentang Daftar Uji Pemantauan.

c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian.

3. Alat Peraga

Alat peraga dalam kegiatan Pemantauan sesuai Peraga I dan
Dokumen dan Format-6B, Format-7B, dan Format-7C yang
menjadi alat peraga dalam kegiatan pemantauan terlampir.

4. Peran Tim Pengawalan

Pelaksanaan Pemantauan dilakukan oleh pimpinan instansi
pemerintah/Tim Satlak Pl instansi pemerintah, dengan
pendampingan dari Tim Pengawalan, yaitu diawali dengan
penjelasan umum oleh Pengendali Teknis dan selanjutnya
pendampingan perancangan proses pemantauan dilakukan oleh
Ketua Tim dibantu Anggota Tim. Apabila telah dilaksanakan
pemantauan pengendalian intern maka Tim Pengawalan
melaksanakan reviu atas pemantauan yang telah dilaksanakan
Tim Satlak PI instansi pemerintah. Apabila diperlukan, unit
kerja/satker dapat meminta Tim Itjen untuk melakukan evaluasi
terpisah yang bertujuan untuk memberikan masukan pada

pimpinan unit kerja tentang implementasi penerapan SPI di unit
kerja.
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5. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan adalah sebagai

berikut:

a. identifikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah
telah sesuai dengan K-SOP dan tuangkan dalam bentuk
tabulasi, terkait K-SOP yang telah dilaksanakan menggunakan
Format-6B.

b. identifikasi yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan
implementasi dan pelaksana K/SOP yang telah ditetapkan
menggunakan Format-7C.

c. lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K-SOP menggunakan
Format-7B;

d. analisis efektivitas kegiatan yang dilakukan terhadap tujuan
yang dicapai dan efisiensi penggunaan input dalam mencapai
tujuan; dan

e. lakukan tindaklanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan
dari hasil Evaluasi maupun hasil Audit.

Dalam rangka efektivitas identifikasi, pengendalian, dan

pemantauan risiko program/kegiatan unggulan dan layanan

pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang
mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan

Kementerian Pertanian (vide Peraturan Menteri Pertanian Nomor

38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup

Kementerian Pertanian).

Tahapan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap risiko

dan pengendalian risiko yang telah disusun oleh eselon I adalah

sebagai berikut:

a. dapatkan daftar risiko dan kegiatan pengendalian yang telah
disusun oleh eselon I masing-masing.

b.lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan
Pengendalian yang telah dilaksanakan oleh Satker Dinas
Propinsi/Kabupaten menggunakan Format-6.

c. analisis dan lakukan pengujian terhadap efektivitas kegiatan
pengendalian yang dilakukan terhadap risiko maupun tujuan
yang dicapai dan efisiensi penggunaan input dalam mencapai
tujuan menggunakan Format-8; dan

d. lakukan tindaklanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan
dari hasil Evaluasi maupun hasil Audit.

BAB IV
PELAPORAN HASIL PENGAWALAN

Pelaporan hasil pengawalan dilaksanakan dengan tahap pengkomunikasian
laporan hasil pengawalan, dan pendistribusian laporan pengawalan.

Selain pembuatan pelaporan hasil pengawalan, tim pengawalan wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan SDM.

A. Pengkomunikasian Laporan Hasil Pengawalan

Penyepakatan Resume Hasil Pengawalan. Berdasarkan Kertas Kerja

Pengawalan, tim pengawalan harus:

a. Menyusun Resume Hasil Pengawalan (RHP) sesuai Format-11;

b. Menyerahkan Resume Hasil Pengawalan kepada pihak manajemen,
untuk mendapatkan tanggapan;

c. Melakukan pembahasan atau pembicaraan akhir (Exit Meeting)
dengan pihak manajemen untuk mengkonfirmasikan permasalahan
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yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawalan dan mendiskusikan
mengenai rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan;

d.Tim Pengawalan beserta pihak unit kerja harus menandatangani
Resume Hasil Pengawalan yang telah dibahas dan disepakati bersama;

e. Pengendali Teknis mereviu Kertas Kerja Pengawalan dan Resume Hasil
Pengawalan;

f. Pengendali Mutu mereviu Kertas Kerja Pengawalan dan Resume Hasil
Pengawalan.

Penyusunan Laporan Hasil Pengawalan dilakukan pada akhir pelaksanaan
Pengawalan. Tim pengawalan wajib menyusun Laporan Hasil Pengawalan
dan Ringkasan Eksekutif. Penyusunan Laporan Hasil Pengawalan sesuai
Format-12 dan harus memenuhi unsur lengkap, akurat, obyektif,
meyakinkan, jelas dan ringkas. Ringkasan Eksekutif dibuat dalam bentuk
surat penulisan ringkasan yang disajikan secara singkat, padat dan ringkas
sesuai Format-13. Laporan Hasil Pengawalan (LHP) dilakukan reviu secara
berjenjang.

Tim Pengawalan mengkomunikasikan LHP yang sudah disetujui oleh
Inspektur dan SPM yang sudah disetujui oleh Inspektur Jenderal kepada
Sekretaris Inspektorat Jenderal c.q Kelompok yang membidangi Data
Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP) dilengkapi dengan Kertas
Kerja Pengawalan (KKP) dan Bukti Pengawalan (Resume Hasil Pengawalan,
Register Risiko, Peta Risiko, Daftar Aktivitas Pengendalian, Form Pendukung
Aktivitas Pengendalian, dll).

B. Distribusi Laporan Pengawalan Kinerja

Kelompok DPLHP mengandakan LHP dan SPM yang telah disetujui oleh
Inspektur Jenderal dan mendistribusikan kepada penanggungjawab
program dan satuan kerja yang di pengawalan.

C. Pertanggungjawaban Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Tim pengawalan yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan
dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris Itjen c.q
Kepala Bagian Umum  terkait kesesuaian data dokumen
pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban
anggaran pengawalan berdasarkan Cost Sheet, dan Surat Tugas.

Pit. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

DEDIAURSYAMSI
NIP.196406231989031002
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR /OT.050/KPTS/G/ /2024
TANGGAL 2024
TENTANG

PANDUAN  TEKNIS  PENUGASAN
PENGAWALAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

FORMAT PANDUAN TEKNIS PENUGASAN PENGAWALAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

FORMAT TENTANG TANDATANGAN

Format-1 A. Penetapan Konteks 1) Kepala Balai

Satker/Unit Kerja 2) Ketua Satlak PI Balai

Esleon II 3) Sekretaris Satlak PI

B. Definisi dan proses 1) Kepala Dinas
bisnis kegiatan 2) Ketua Satlak PI Dinas
3) Penanggungjawab Kegiatan

Format-2 A. Penetapan Kriteria

Risiko

B. Uji Smart Definisi Dan
Tujuan Dalam Definisi
Kegiatan

Format-3 A. Identifikasi Risiko 1) Kepala Balai
2) Kepala Satlak PI Balai
3) Sekretaris Satlak PI

B. Identifikasi Risiko 1) Kepala Dinas
2) Kepala Satlak PI Dinas
3) Penanggungjawab Kegiatan

Format-4 A. Risk Analysis (Analisis 1) Kepala Balai
dan Evaluation Risk) 2) Ketua Satlak PI Balai
3) Sekretaris Satlak PI
B. Analisis Risiko 1) Kepala Dinas

2) Kepala Satlak PI Dinas
3) Penanggungjawab Kegiatan

Format-5 A. Risk Treatment/ 1) Kepala Balai
Pengendalian Risiko 2) Ketua Satlak PI Balai
3) Sekretaris Satlak PI
B. Pengendalian Risiko 1) Kepala Dinas

2) Kepala Satlak PI Dinas
3) Penanggungjawab Kegiatan

Format-6 A. Monitoring Risk/ 1) Kelapa Balai
Pemantauan Risiko 2) Ketua Satlak PI Balai
3) Sekretaris Satlak PI
B. Monitoring Risk/ 1) Kepala Dinas
Pemantauan Risiko 2) Kepala Satlak PI Dinas
3) Penanggungjawab Kegiatan
Format-7 A. Risk Reviu Pengandalian | 1) Kepala Balai
Intern (untuk Satker 2) Ketua Satlak PI Balai

Eselon I dan UPT). 3) Sekretaris Satlak PI
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. Risk Reviu Pengandalian

Intern (untuk Satker
UPTD Provinsi, Kota,
dan Kabupaten).

1) Kepala Dinas
2) Kepala Satlak PI Dinas
3) Penanggungjawab Kegiatan

. Pencatatan pelaksanaan

K/SOP

1) Kepala Dinas
2) Kepala Satlak PI Dinas
3) Penanggungjawab Kegiatan

Format-8

. Lampiran 3.1

Kuesioner Umum
Evaluasi Lingkungan
Pengendalian (untuk
Satker Eselon I dan
UPT).

Responden

. Lampiran 3.1

Kuesioner Umum
Evaluasi Lingkungan
Pengendalian (untuk
Satker UPTD Provinsi,
Kota, dan Kabupaten).

Responden

Format-9

. Lampiran 3.2

Rekapitulasi Jawaban
Kuesioner Evaluasi
Lingkungan
Pengendalian (untuk
Satker Eselon I dan
UPT).

. Lampiran 3.2

Rekapitulasi Jawaban
Kuesioner Evaluasi
Lingkungan
Pengendalian (untuk
Satker UPTD Provinsi,
Kota, dan Kabupaten).

10.

Format-10

. Lampiran 3.3

Panduan Wawancara
Untuk Evaluasi
Lingkungan
Pengendalian (untuk
Satker Eselon I dan
UPT).

. Lampiran 3.3

Panduan Wawancara
Untuk Evaluasi
Lingkungan
Pengendalian (untuk
Satker UPTD Provinsi,
Kota, dan Kabupaten).

11.

Format-11

. Resume Hasil

Pengawalan Pencapaian
Target Perjanjian Kinerja
TA. 20xx (untuk Satker
Eselon I dan UPT).

1) Kepala

2) Pengendali Mutu

3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selaku Ketua Satlak SPIP

4) Pengendali Teknis

5) Ketua Tim

6) PPK

7) Anggota Tim

. Resume Hasil

Pengawalan Sistem
Pengendalian Intern TA.
20xx (untuk Satker

1) Kepala Dinas

2) Kepala Satlak PI Dinas

3) Penanggungjawab Kegiatan
Kepala
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UPTD Provinsi, Kota,
dan Kabupaten).

4) Pengendali Mutu
5) Pengendali Teknis

6) Ketua Tim
7) PPK
8) Anggota Tim
12. | Format-12 A. Laporan Hasil Inspektur .....
Pengawalan Pencapaian
Target Perjanjian Kinerja
TA. 20xx (untuk Satker
Eselon I dan UPT).
B. Laporan Hasil Inspektur .....
Pengawalan Sistem
Pengendalian Intern TA.
20xx (untuk Satker
UPTD Provinsi, Kota,
dan Kabupaten).
13. | Format-13 A. Surat Pengantar Inspektur Jenderal
Masalah Hasil
Pengawalan (untuk
Satker Eselon I dan UPT)
B. Surat Pengantar Inspektur Jenderal
Masalah Hasil
Pengawalan (untuk
Satker UPTD Provinsi,
Kota, dan Kabupaten).
14. | Format-14 Form Resume Hasil 1) Kepala Dinas
Pemantauan Sistem 2) Kepala Satlak PI Dinas
Pengendalian Intern TA. 3) Penanggungjawab Kegiatan
20xx 4) Pengendali Mutu
5) Pengendali Teknis
6) Ketua Tim
7) PPK
Anggota Tim
15. | Format-15 Format Laporan Hasil Inspektur .....
Pemantauan Sistem
Pengendalian Intern TA.
20xx
16. | Format-16 Form Surat Pengantar Inspektur Jenderal
Masalah Hasil Pemantauan
17.| Format-17 PERAGA

Plt. INSPEKTUR JENDERAL

KE TERIAN PERTANIAN,

DED RSYAMSI
NIP.194406231989031002
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-33-

Format-1A
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

PENETAPAN KONTEKS SATKER/UNIT KERJA ESELON (I

Hal-hal yang dapat mengancam okatatonsi unit pomiitk risiko
| No | Nama Kontoks indikator
diisi dengan hal-hal yang dapat mengancam o fit. i i . i Ko alau unit kena Kementan lelap tenags
1 kaberiangsungan unil Perniik Risiko ansgi Q Q r] fa( atau unit kerja Kemaentan oirsi Je) /1
2 Sascran Ronstra Il_nwa
3
] |
ast 1
Sasaran StrategiafProgram Unit Pomiilk Rislko
| No | Nama Konte Sasaran Stral Indikator Target
1 _|Sasaran rensisa yang memads sasaran PK indikalor PK Targot PK
2
3
4
ast
Progsos Blanis Unit Pomiliik Rislko
No Namn Kontoka (Prosos Bianis) indikator Kinorja Kogtatan Jarget
1 |o Qulpul POK Terget POK
3
4
ast
Daftar Pemanku Kopontingan
| No | Daftar Pomangku Kepentingan Koterangan
1 ansi dengan prhek yang ! P K. U kep gan baik 181 O 0S P °r I] datern hubungannya dengan pencepaian
internal maupun akstemat sagsaran umt
2
3
4
dast

Selera Rislko

dlis) Selera Risiko Pemilik Ristko serta penjelasannya Solora risiko yang ditelapkan oloh Pomilik Risiko level Eselon |, Eselon Il dan Esolon lil idak melebihi selora nsiko Pemitikk Risiko level Entitas! Mentori

Penanion

Disotujul oleh:
Kepgzia Balal ...............
Tanggal : ...... Januari 2022

Disusun Oleh

Direviu Oteh:

Sokretaris Sattak Pl
Tanggal : ...... Januari 2022

Tanggal : ... Januar 2022

Tenggal : ... Januari 2022
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Format-1B
Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

DEFINISI DAN PROSES BISNIS KEGIATAN

NANMA ESELON |
NAMA SATKER

Nama Kegiatan
Definisi Kegiatan

No.

Tahapan

Sub-Output

Kepala Dinas

Satlak PI

Pj] Kegiatan



Format-2A
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

KRITERIA KEMUNGKINAN

Kriteria Kemungkinan
No Level Kemungkinan
Presentase dalam 1 Jumlah Frekuensi dalam Kejadian toleransi
tahun 1 tabun rendab
1 |Hampir tidak tedadi (1) 0% < X = 5% sangat jarang: <2 kali 1 kejadian dalam S
N tahun terakhir
2 Ja teriadi N . 1 kejadian dalam 4
rang terjadi (2) 5% < X s 10% jarang: 2 kiai s.cd 5 kali tahun terakhir
3 Kad t : cukup sering: 6 kali s.d 9 1 kejadian dalam 3
adang teradi (3) 10% = X = 20% kali tahun terakhir
a4 Sering t di ca . 1 kejadian dalam 2
g terjadi (4) 20% <= X = 50% sering: 10 kall s.d 12 kali tahun terakhir
s H N t . 1 kejadian dalam 1
ampir pasti terjadi (5) 50% < X = 100% sangat sering: > 12 kali tahun terakhir

KRITERIA DAMIPAK

Level Dampak

No Area Dampak
P Tidak Signifikan (1) Minor (2) Moderat (3} Signifikan (4) Sangot Signifikan (5)
=0 01% dari total >0.01%% - 0.1%% dari total >0.1% - 1% dari total >1% - 5% dari total o, .
1 Beban Keuangan Negara anggaran non belanja anggaran non pelanja_ . anggaran non belanja anggaran non belanja >2é?ag:l;:;:vf;g§:;:nu:;n
pegawai pada unit pegawai pada unit pemilik pegawai pada unit pegawai pada unit ermilik risilko
pemilik risiko risiko pemilik risiko permilik risiko P
N . . Pemberitaan nagatif di media
Pemb:r;g:ieasnlgzglat:f oi massa nasional atau media
2 e R Jumilah keluhan Jumilah keluhan Jumilah keluhan massa internasional
enurunon Reputasi Ppemangku (stakxeholder) | pemangku (stakeholder} pemangku N o . Pemberitaan negatif di media
=10 10 s d 20 (stakeholdor) >20 pe&zﬁ:‘:g;‘i:’eg::f di sosial menjadi trending topik
sesuai fak)t'a 9 nasional dan/atau
internasienal
Gangguan kesehatan

fisik dan atau mental

Gangguan kesehatan verat (tidak mampu

Gangguan fisik ringan fisilkk dan atau mental
3 Kesehatoan dan Tidak berbahaya (dapat bekerja pada hari sedang (tidak mampu melaksgnakan tugas Fatal’kematian
Keselamatan Kerjo >3 minggu atau
yvang sama) melaksanakan tugas p
mengakibatikan cacat

=1 hari s d 3 minggu} tetap atau gangguan

iwa permanen}

R [11 < f i 1
a en ;::;i:p;‘l:::elggerju 100% > cag;;izm H<u = 87%> capaian IKU > 92% 2% > cag;s:;n KU > 87 %> cagg‘v;n KU > 80%> capaian IKU > 70%
Ada temuan Acda temuan Ada temuan f
Temuan Hasll Pemeriksaan pe-r:id:r::ac:iaa:we:;isnke pengembalian uang ke pengembalian uang ke |pengembalian uang ke Ada‘:en':uanpenangﬂd\:ﬁl,l:tr;u
S BPK dan Hosil Pengawasan Igas Negara dag Kas Negara dan/atau Kas Negara dan/atau Kas Negara dan/atau uang ke Has e>95% dari totat
inspektorot 9 penyimpangan s d 0.1% penyimpangan >0 1% -| penyimpangan >1% - penylmpa"agnagngaran !

penyimpangan material dari total anggaran 1% dari total anggaran | 5% dari total anggaran
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Format-2B
Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

UJi SMIART DEFINISI DAN TUJUAN DALAM DEFINISI KEGIATAN

IDENTITAS RESPONDEN
Nama Unit Eselon |
Nama Satker

e

Kondisi

- e an/Bukti
No Pernyataan YA TIDAK Keterangan/Bu

A. |Definisi Kegiatan
Definis kegiatan telah memuat karakteristik kegiatan atau

1
kekhasan yang membedakan dengan kegiatan lainnya
Definisi kegiatan telah menjabarkan lingkup kegiatan

3 Definisi kegiatan telah memuat output kegiatan yang akan

dicapai (rumusan output inilah vyang menjadi tujuan kegiatan)

B. |Uji SMART Rumusan Output atau Tujuan Kegiatan

Definisi Kegiatan pokok termasuk target dan sasaran telah

1 |dijabarkan secara spesifik, yaitu jelas dan tidak ambigu
(S=Spesific)

Hal-hal yang terkait dengan target dan sasaran telah ditetapkan
secara terukur (kuantitatif) dengan menggunakan indikator yang

2
tepat, sehingga dapat dievaluasi pencapaiannya
(M=Measurable)
3 Target dan sasaran yang ditetapka realistis atau dapat dicapai
dengan sumber daya yang dimiliki oleh unit kerja (A=Attainable)
a Target dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai dengan tujuan,
tugas dan fungsi unit kerja maupun Eseln | (R=Relevant)
Target telah ditetapkan ukuran/kerangka/tenggang waktu untuk
s menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan berikut strategi

jangka pendek dan jangka panjang yang memungkinkan
indikator-indikator kemajuan kegiatan dievaluasi (T=Timebound)
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Format-3A
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

IDENTIFIKASI RISIKO
Nama Unit Pemilik Risiko :
Tahun "
Bisnis Uta Kode ([P ta P bab | Sumber Kategori | Uraian Metade
Jenis Konteks (sasaran Proses Bisnis Utama| Kode |Pernyataan| Penye Pancanalan
dikator (output POK P
o strategis) Nama Konteks (Indikator;PK) [ndikator{outplt EOK) (Komponen POK) | Risiko | Risiko | Risiko | Risiko | Risiko |Dampak| reitPes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Disetujui oleh: Direview Oleh: Direview Oleh: Disusun :
Kepala Balai ............... Ketua Satlak Pl Balai ...........ccoeevrenenns Sekretaris Satlak Pl I
Tanggal : ...... Januari 2022  Tanggal : ...... Januari 2022 Tanggal : ...... Januari 2022 Tanggal : ...... Januari 2022
NIP.. . NP NIP. NIP:cmmnss s
Keterangan:

1 diisi no urut risiko

2 Diisi jenis konteks yang merupakan: Sasaran Strategis, Program/ Identifikasi keberlangsungan (Going Concem)/ Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan

3 Diisi nama konteks sesuai dengan kolom 2 (mengacu IKK pada dokumen PK)

4 Diisi indikator output dalam POK yang mengacu target PK

5 Diisi komponen POK yang mengacu pada output POK

6 Diisi kode risiko yang merujuk pada kode risiko

7 Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi

8 Diisi uraian penyebab risiko tersebut terjadi

9 Diisi sumber risiko, yaitu internal atau eksternal : _ _
10 Diisi kategori risiko, yaitu 1 untuk Risiko Bencana, 2 untuk Risiko Kebijakan, 3 untuk Risiko Kecurangan, 4 un tuk Risiko Kepatuhan, 5 untuk Risiko Operasional dan 6 untuk Risiko Pemangku Kepentingan
11 Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risiko tersebut terjadi
12 Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
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Format-3B
Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Eselon |
Nama Satker

No | Proses Bisnis Utama Pernyataan Risiko Kode Risiko Penyebab Risiko Uraian Dampak

1 2 3 4 5 6

Kepala Dinas Satlak PI Pj Kegiatan

................................................................................
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Format-4A
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

Nama Unit Pemilik Risiko :

Tahun
- - - -
RISK ANALYSIS (Analisis dan Evaluation Risk)
ilai i idual Risk
Score / Nilai (Inherent Risk) Existing Control / Pengendalian yang ada Score / Nilai Residua
I s Risk Couse / =

Proses Bisnis Utama | Kode |Risk Event/ Uraian dijalankan

No | * (Komponen POK) | Risiko | Peristiwa Risiko P‘;".yf’kbab Impact | Likelihood ";‘felz ff T“.“":“t e irioa 1 Umalan 100% atan [ = ol Level of Risk/ |Urutan Tingkat
B9 (Dampak/ [(Kemungki T'Bk ¢ R'.'_‘E!ka aA d Bentuk belum Memadai Impact|Likelihood Tingkat Risiko Risiko
D) nan/K) AL e 4 Pengendalian| dijalankan
Risiko 100%

Disetujui oleh: Direview Oleh: Direview Oleh:
Kepala Balai ............... Ketua Satlak Pl Balai ..........cccuuen.... Sekretaris Satlak PI
Tanggal : ...... Januari 2022 Tanggal : ...... Januari 2022 Tanggal : ...... Januari 2022

NP cmmesrnannas P, o veacsosonmeninmsnseassisnasin NPz



w Gy =

Format-4B

Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Nama Unit Eselon | Form 5
Nama Satker
b |
Bentuk Pengendalian
No: ||| Efcass Blsllls Koo Pemyataan Risiko BHICOnSS) DosainRegkitan Referensi PP 60 Ke!u::':::’:t::mullr Keterangan
Utama Risiko y Penyebab Risiko Pengendalian el Terkait
Kebijakan SOP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

Kepala Dinas Satlak PI Pj Kegiatan
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Tingkat Dampak

Matrik Analisis 1 2 3 4 5
Risiko (5 X 5) Tidak Sangat
3 PR a
signifikan Minar Moderat Siginifikan signifikan
Hampir :
§ |Pasti 15 18
terjadi
ing e 10
o ¢ Terjadi 12 15 19
-
-
8 Kad
ang bl
b . Terjadi 14 17
et
1]
>
Jarang
2
.E Terjadi 13
Hampir
1 |Tidak
Terjadi W e




Format-5A
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

Nama Unit Pemilik Risiko :

Tahun
Score/Nilal Target After
Proses Bisnis Riaval Mitigation
Utama Kede | Risk Event/ Uralan Peristiwa Risk Couse / e S| spl | ab)| Indikator Keluaran |Target Waktu P 9
No | (Komponen | Risiko Risiko Respon Rislko| o\ ebab Risiko | <9!atan Peng gihitigast Klasitias] SubUnsur PURIOUYTG AV, Risiko (Rp) | |Kemung |Levelof
POK) P& lkinan  |Risk
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14
Disetujui oleh: Direview Oleh: Direview Qleh: Disusun :
Kepala Balai ............... Ketua Satlak Pl Balai ..................... Sekretaris Satlak PI
Tanggal : ...... Januari 2022 Tanggal : ..... Januari 2022 Tanggal : ... Januari 2022 Tanggal : ...... Januari 2022

NIP.

Keterangan
1 Nourut risiko yang akan dikendalikan
Diisi sesuai proses bisnis utama (komponen POK) sesuai kolom No § pada identifikasi risiko

3 Diisi kede risiko yang merujuk pada kode risiko

4 Diisi uraian peristiwa risiko yang nilainya risidual risknya masih diatas risk tolerance

5  Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/ atau dampak risiko)

6  Diisi uraian penyebab risiko tersebut terjadi

7  Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya penyebab risiko
8 Diisidengan memilih strategi mitigasi yang diinginkan (Avoid, Share, Reduce atau Accept)

9  Diisi nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian

10 Diisi penanggungjawab pelaksana kegiatan pengendalian

11  Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya.
waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian

13 Diisi biaya yang rencana digunakan untuk melaksanakan aktivitas pengendalian

14  Diisi target nilai dampak dan kemungkinan setelah pelaksanaan pengendalian




- 43 -
Format-5B

Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Nama Unit Eselon | i Form 5
Nama Satker

PENGENDALIAN RISIKO

Bentuk Pengendalian lndikator
Proses Bisnis Kode Risk Couse / Desain Kegiatan
o Kel /[Formulir | Keterangan
Utama Risiko LeyApAnRikiko Penyebab Risiko Pengendalian Referensl PEi60 Gl .
Kebijakan SOP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

Kepala Dinas Satlak PI Pj Kegiatan



Nama Unit Pemilik Risiko :

o Bpto=

Format-6A

untuk Satuan Kerja Eselon | dan UPT Kementerian Pertanian

Tahun
MONITORING RISK [PEMANTAUAN RISIKO
Saa WAKTU PELAKSANAAN MITIGAS! & REALSASI MITIG AST LEVEL OF RISK Biaya
o T DISKRIPS| TINDAKAN e'}:wﬁ“"g Indikator l;ei:?:g?;;; Hambatan/
iko
EVE ilai j Htigati Kendala
MITIGASI keglatan Keluaran | Triwutan 1 Triwulan Il | Triwulan ll | Triwulan IV INHERENT | RESIDUAL Score / Nilai Target Risk After Mitigation
Target | Rast, || Torgnt| Reati| Tamec] Ros il Tareet| lnaatl] | FSK RISK Dampak | Kemungkinan ::::I Of  Kret| cosiansi
|
[
|
|
Keterangan :
RENCANA MITIGASI
PELA KSANAAN MITIGAS!
Disetujui oleh Direviu Oleh: Direviu Oleh: Disusun :
Kepala Satke vUPT _____ . Ketua Satlak SatkenUPTi Sekretans Satak Pl

Tanggal . ... Januan 2022 Tanggal : __. Januari 2022

NP L

Tangaal : ... Januari 2022

Tanggal © ... Januari 2022

NIP.....
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Format-6B
Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Nama Unit Eselon | : FOF
Nama Satker

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO

WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI

DISKRIPSI Penanggung
NO RISK EVENT ; Indikator Hambatan/

TINDAKAN jawab Keluaran Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV Score / Nilai Risk After Mitigation Kentala

MITIGASI kegiatan Dampak | Kemungkinan [ =
Target| Real. | Target| Real. | Target| Real. |Target| Real. Rie::
3
2
3
4
5
6
Keterangan :

RENCANA MITIGASI

PELAKSANAAN MITIGASI

Kepala Dinas Satlak PI j Kegiatan



RISK REVIU

Nama Unit Pemilik Risiko :

Tahun

- 46 -

Format-7A

untuk Satuan Kerja Eselon [ dan UPT Kementerian Pertanian

RISK REVIU PENGENDALIAN INTERN

TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO
Risk Event ! TELAH DILAKUKAN Dampak Risiko g
No |Proses Bisnis :;;’:o Uraian Peristiwa |Risk Couse / Penyebab Risiko |SELURUHNYA DAN sudah dapat 25:‘; Ba;unya:ig Funcdl sete-ah fRencapatan Jujuan
Risiko DIKOMUNIKASIKAN DENGAN  |ditoleransi S ase
OWNER RISK
Disetujui oleh: Direview Oleh: Direview Oleh: Disusun :
Kepala Satker/UPT ............. Ketua Satlak Satker/UPTi ......ccoocensrcurunn Sekretaris Satlak Pl

Tanggal: ...... Januari 2022

| | S

Tanggal : ...... Januari 2022

Tanggal : ...... Januari 2022

Tanggal : ...... Januari 2022



RISK REVIU

Nama Unit Eselon |

= BT =

Format-7B

Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Nama Satker

TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO
< TELAH DILAKUKAN Dampak Risiko .
i Pencapaian Tujuan

No [Proses Bisnis S e el o o [Risk Couse / Penyebab Risiko | SELURUHNYA DAN sudah dapat ;ﬂ:‘:::;";?;g;:::f"' P .
DIKOMUNIKASIKAN DENGAN |ditoleransi
OWNER RISK

1 Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak

2

3

4

5

6

Kepala Dinas

Satlak Pl

Pj Kegiatan
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Formulir Pencatatan Pelaksanaan SOP

No Penugasan
ST atau Kontrak
Nama Penugasan

No.

Uraian SOP

Tanggal

Oleh

Jabatan

Paraf

Kepala Dinas

Satlak PI

Pj Kegiatan
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Format-8A
Lampiran 3.1
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

KUESIONER UMUM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
pada kolom “Y/T” atas pertanyaan berikut.

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

NO. PERTANYAAN Y/T
1) | Apakah telah ada Aturan Perilaku (misalnya kode etik, Pakta

Integritas dan aturan perilaku pegawai) yang ditetapkan

secara formal oleh pimpinan unit kerja/organisasi?

2) | Apakah Aturan Perilaku tersebut telah disampaikan kepada

pegawai dalam unit kerja Saudara?

3) | Apakah sebagian besar pegawai dalam unit kerja Saudara
berperilaku sesuai dengan Aturan Perilaku tersebut?

4) |Apakah  pimpinan unit kerja telah  melakukan
pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku secara
berkala dan terdokumentasi?

5) | Apakah Aturan Perilaku tersebut diperbarui/dikembangkan
terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan telah
dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi atas penerapan aturan perilaku organisasi?

2. Komitmen Terhadap Kompetensi
NO. PERTANYAAN Y/T

1) | Apakah organisasi telah memiliki standar kompetensi atas
setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing posisi yang
ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?

2) | Apakah standar kompetensi tersebut telah disampaikan
kepada pegawai dalam unit kerja Saudara?

3) |Apakah pegawai telah ditempatkan sesuai dengan
kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan
kebutuhan posisi tersebut?

4) | Apakah pimpinan telah melakukan pemantauan/evaluasi
atas standar kompetensi dan kesesuaian penempatan
pejabat dengan standar kompetensi secara berkala dan
terdokumentasi?

S) |Apakah standar kompetensi dikembangkan terus menerus
sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan
secara online oleh pimpinan organisasi atas kesesuaian
penempatan pejabat dengan standar kompetensi?

3. Kepemimpinan yang kondusif

NO. PERTANYAAN Y/T
1) {Apakah unit kerja telah memiliki kebijakan/prosedur Sistem

Manajemen Kinerja (SMK), misalnya prosedur penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)?

2) |Apakah kebijakan/prosedur SMK telah disampaikan kepada

seluruh tingkat pimpinan dan pegawai terkait dalam unit
kerja Saudara?
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3) | Apakah kebijakan /prosedur SMK telah
diberlakukan/diimplementasikan = kepada  unit  kerja
Saudara?

4) | Apakah pimpinan telah mengevaluasi kebijakan/prosedur
SMK dan implementasinya secara berkala dan
terdokumentasi?

5) | Apakah kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terus
menerus sesuai dengan perubahan yang terjadi dan telah
dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan unit

kerja?
4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
NO. PERTANYAAN Xl

1) | Apakah unit kerja Saudara telah memiliki Struktur
Organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada
peraturan perundang undangan yang berlaku?

2) | Apakah keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata
laksananya, baik pada unit kerja, telah dikomunikasikan
kepada level pimpinan dan pegawai yang berkepentingan?

3) | Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
pada unit kerja Saudara telah sesuai dengan ukuran dan
sifat kegiatannya?

4) | Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
pada unit kerja Saudara telah dievaluasi secara berkala dan
terdokumentasi?

S) | Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
dimutakhirkan sesuai perubahan lingkungan strategis dan
telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan

organisasi?
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
NO. PERTANYAAN YT

1) | Apakah terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang
dibuat secara formal di unit kerja Saudara?

2) | Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja
Saudara telah dikomunikasikan kepada sebagian besar
pegawai?

3) |Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja
Saudara telah dilaksanakan dan didokumentasikan?

4) |Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan
evaluasi atas prosedur pendelegasian wewenang dan hasil
pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala dan
terdokumentasi?

5) | Apakah prosedur pendelegasian wewenang terus menerus
disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang
terjadi, dan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang telah
dilakukan pemantauan online oleh pimpinan unit kerja?

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan SDM

NO. PERTANYAAN Y/
1) | Apakah organisasi telah memiliki serangkaian

kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya

Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian?

2) | Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah

dikomunikasikan kepada pegawai pada unit kerja Saudara?
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3)

Apakah rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan
pemberhentiannya pada unit kerja Saudara telah dilakukan
sesuai dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM dan
didokumentasikan?

4)

Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan
evaluasi atas kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian
pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan
pemberhentiannya dengan kebijakan/aturan pembinaan
SDM secara berkala dan terdokumentasi?

5)

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan
rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan
pemberhentiannya dikembangkan terus menerus sesuai
dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan
telah dilakukan pemantauan online oleh pimpinan organisasi

atas pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM?

7. Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

yang Efektif

NO. PERTANYAAN N

1) | Apakah Inspektorat/Itjen telah dapat memberikan
keyakinan yang memadai atas Kketaatan, kehematan,
efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi unit kerja?

2) | Apakah Inspektorat/Itjen telah dapat memberikan

peringatan dini bagi pimpinan unit kerja dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja, dan telah
dilakukan pemantauan online oleh pimpinan organisasi atas
hasil pengawasan Inspektorat/Itjen?

ubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
PERTANYAAN

YT

Apakah unit kerja Saudara telah memiliki
pedoman/kebijakan/SOP terkait dengan tugas dan fungsi
unit kerja Saudara yang melibatkan unit kerja lain terkait
dengan mekanisme saling uji (pencocokan data dengan unit
kerja ~yang menangani anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan)?

2)

Apakah pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi
unit kKerja Saudara, yang melibatkan unit kerja lain tersebut,
telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan
dalam unit kerja Saudara?

3)

Apakah kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit kerja
lain telah  diimplementasikan oleh pegawai yang
berkepentingan di setiap jenjang level unit kerja dan
didokumentasikan?

4)

Apakah pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah
melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan
kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan unit
kerja lain secara berkala dan terdokumentasi?

S)

Apakah mekanisme saling uji data telah dikembangkan
secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan telah
dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi?
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Format-8B
Lampiran 3.1
Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

KUESIONER UMUM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
pada kolom “Y/T” atas pertanyaan berikut.

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

NO. PERTANYAAN Y/T
1) | Apakah telah ada Aturan Perilaku (misalnya kode etik, Pakta

Integritas dan aturan perilaku pegawai) yang ditetapkan

secara formal oleh pimpinan unit kerja/organisasi?

2) | Apakah Aturan Perilaku tersebut telah disampaikan kepada

pegawai dalam unit kerja Saudara?

3) | Apakah sebagian besar pegawai dalam uiiit kerja Saudara
berperilaku sesuai dengan Aturan Perilaku tersebut?

4) |Apakah  pimpinan unit kerja telah  melakukan
pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku secara
berkala dan terdokumentasi?

5) | Apakah Aturan Perilaku tersebut diperbarui/dikembangkan
terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan telah
dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi atas penerapan aturan perilaku organisasi?

2. Komitmen Terhadap Kompetensi
NO. PERTANYAAN Y/T

1) | Apakah organisasi telah memiliki standar kompetensi atas
setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing posisi yang
ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?

2) |Apakah standar kompetensi tersebut telah disampaikan
kepada pegawai dalam unit kerja Saudara?

3) |Apakah pegawai telah ditempatkan sesuai dengan
kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat
dan kebutuhan posisi tersebut?

4) |[Apakah pimpinan telah melakukan pemantauan/evaluasi
atas standar kompetensi dan kesesuaian penempatan
pejabat dengan standar kompetensi secara berkala dan
terdokumentasi?

5) |Apakah standar kompetensi dikembangkan terus menerus
sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan
secara online oleh pimpinan organisasi atas kesesuaian
penempatan pejabat dengan standar kompetensi?

3. Kepemimpinan yang kondusif
NO. PERTANYAAN Y/T
1) | Apakah unit kerja telah memiliki kebijakan/prosedur Sistem

Manajemen Kinerja (SMK), misalnya prosedur penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)?

2) | Apakah kebijakan/prosedur SMK telah disampaikan kepada

seluruh tingkat pimpinan dan pegawai terkait dalam unit
kerja Saudara?
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3) | Apakah kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan/
diimplementasikan kepada unit kerja Saudara?

4) | Apakah pimpinan telah mengevaluasi kebijakan/prosedur
SMK dan implementasinya secara berkala dan
terdokumentasi?

S5) | Apakah kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terus
menerus sesuai dengan perubahan yang terjadi dan telah
dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan unit

kerja?
4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
NO. PERTANYAAN Y/T

1) |Apakah wunit kerja Saudara telah memiliki Struktur
Organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada
peraturan perundang undangan yang berlaku?

2) | Apakah keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata
laksananya, baik pada unit kerja, telah dikomunikasikan
kepada level pimpinan dan pegawai yang berkepentingan?

3) | Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
pada unit kerja Saudara telah sesuai dengan ukuran dan
sifat kegiatannya?

4) | Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
pada unit kerja Saudara telah dievaluasi secara berkala dan
terdokumentasi?

S) | Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
dimutakhirkan sesuai perubahan lingkungan strategis dan
telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi?

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
NO. PERTANYAAN Y /T

1) | Apakah terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang
dibuat secara formal di unit kerja Saudara?

2) | Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja
Saudara telah dikomunikasikan kepada sebagian besar
pegawai?

3) |Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja
Saudara telah dilaksanakan dan didokumentasikan?

4) |Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan
evaluasi atas prosedur pendelegasian wewenang dan hasil
pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala dan
terdokumentasi?

S) [Apakah prosedur pendelegasian wewenang terus menerus
disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang
terjadi, dan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang telah
dilakukan pemantauan online oleh pimpinan unit kerja?

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM

NO. PERTANYAAN X
1) | Apakah organisasi telah memiliki serangkaian

kebijakan /aturan mengenai pembinaan Sumber Daya

Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian?

2) | Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah

dikomunikasikan kepada pegawai pada unit kerja Saudara?

3) |Apakah rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan
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pemberhentiannya pada unit kerja Saudara telah dilakukan
sesuai dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM dan
didokumentasikan?

4)

Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan
evaluasi atas kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian
pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan
pemberhentiannya dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM
secara berkala dan terdokumentasi?

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan
rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan
pemberhentiannya dikembangkan terus menerus sesuai
dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan
telah dilakukan pemantauan online oleh pimpinan organisasi

atas pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM?

7. Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

yang Efektif

NO. PERTANYAAN Yi/iD

1) | Apakah Inspektorat/Itjen telah ~dapat memberikan
keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi unit kerja?

2) | Apakah Inspektorat/Itjen telah dapat memberikan

peringatan dini bagi pimpinan unit kerja dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja, dan telah
dilakukan pemantauan online oleh pimpinan organisasi atas
hasil pengawasan Inspektorat/Itjen?

NO.

bungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
PERTANYAAN

T

1)

Apakah unit kerja Saudara telah memiliki
pedoman/kebijakan/SOP terkait dengan tugas dan fungsi
unit kerja Saudara yang melibatkan unit kerja lain terkait
dengan mekanisme saling uji (pencocokan data dengan unit
kerja ~yang menangani anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan)?

2)

Apakah pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi
unit kerja Saudara, yang melibatkan unit kerja lain tersebut,
telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan
dalam unit kerja Saudara?

3)

Apakah kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit kerja
lain telah diimplementasikan oleh pegawai yang
berkepentingan di setiap jenjang level unit kerja dan
didokumentasikan?

4)

Apakah pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah
melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan
kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan unit
kerja lain secara berkala dan terdokumentasi?

5)

Apakah mekanisme saling uji data telah dikembangkan
secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan telah
dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi?
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Format-9A
Lampiran 3.2
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

REKAPITULASI JAWABAN KUISIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom “Y/T” atas pertanyaan berikut.

egakan Integritas dan Nilai Etika

NO. EER AN e o T R AR Ri Modus
1) | Apakah telah ada Aturan Perilaku (misalnya kode etik, Pakta Integritas dan aturan

perilaku pegawai) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan unit kerja/organisasi?

2) | Apakah Aturan Perilaku tersebut telah disampaikan kepada pegawai dalam unit kerja

Saudara?

3) | Apakah sebagian besar pegawai dalam unit kerja Saudara berperilaku sesuai dengan

Aturan Perilaku tersebut?

4) | Apakah pimpinan unit kerja telah melakukan pemantauan/evaluasi penerapan Aturan

Perilaku secara berkala dan terdokumentasi?

S) | Apakah Aturan Perilaku tersebut diperbarui/dikembangkan terus menerus sesuai

perubahan yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan

organisasi atas penerapan aturan perilaku organisasi?

NO. PERTANYAAN R; oo e o A Modus

1) | Apakah organisasi telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk
masing-masing posisi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?
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2) | Apakah standar kompetensi tersebut telah disampaikan kepada pegawai dalam unit
kerja Saudara?

3) | Apakah pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka
berdasarkan syarat dan kebutuhan posisi tersebut?

4) | Apakah pimpinan telah melakukan pemantauan/evaluasi atas standar kompetensi dan
kesesuaian penempatan pejabat dengan standar kompetensi secara berkala dan
terdokumentasi?

5) |Apakah standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesuai perubahan yang
terjadi, dan ada sarana pemantauan secara online oleh pimpinan organisasi atas
kesesuaian penempatan pejabat dengan standar kompetensi?

3. Kepemimpinan yang kondusif
N PERTANYAAN 2 Ry Rn Modus

| e R T A T O R e T e R A e L i A e s DN A LN N R e N T e L o e g RS L L - R EIRGEIR e R T e e eie e

1) Apakah unit kerja telah memiliki kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Kinerja (SMK),
misalnya prosedur penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)?

2) Apakah kebijakan/prosedur SMK telah disampaikan kepada seluruh tingkat pimpinan
dan pegawai terkait dalam unit kerja Saudara?

3) Apakah kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan/diimplementasikan kepada unit
kerja Saudara?

4) Apakah pimpinan telah mengevaluasi kebijakan/prosedur SMK dan implementasinya
secara berkala dan terdokumentasi?
5) Apakah kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terus menerus sesuai dengan

perubahan yang terjadi dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
unit kerja?




= BF

Z] . 04 s = - o
NO. PERTANYAAN R, Ra e Rn Modus
1) Apakah unit kerja Saudara telah memiliki Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku?
2) Apakah keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya, baik pada unit kerja,
telah dikomunikasikan kepada level pimpinan dan pegawai yang berkepentingan?
3) Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada unit kerja Saudara telah
sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatannya?
4) Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada unit kerja Saudara telah
dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi?
D) Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya dimutakhirkan sesuai perubahan
lingkungan strategis dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan organisasi?
Pendelegasia ewenang dan Tanggung Jawab g Tepa
NO. PERTANYAAN R Ro o Rn Modus
1) Apakah terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang dibuat secara formal di unit
kerja Saudara?
2) Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja Saudara telah dikomunikasikan
kepada sebagian besar pegawai?
3) Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja Saudara telah dilaksanakan dan
didokumentasikan?
4) Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas prosedur

pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala
dan terdokumentasi?
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Apakah prosedur pendelegasian wewenang terus menerus disesuaikan dengan
perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan atas pelaksanaan pendelegasian
wewenang telah dilakukan pemantauan online oleh pimpinan unit kerja?

NO.

crapa CDl]d cl O C C s

PERTANYAAN

O
-,

R2

......

Rn

Modus

1)

Apakah organisasi telah memiliki serangkaian kebijakan/aturan mengenai pembinaan
Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian?

2)

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah dikomunikasikan kepada
pegawai pada unit kerja Saudara?

Apakah rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya pada unit
kerja Saudara telah dilakukan sesuai dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM dan
didokumentasikan?

4)

Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas kebijakan
pembinaan SDM, dan kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai
dengan pemberhentiannya dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM secara berkala
dan terdokumentasi?

S)

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan
pegawai sampai dengan pemberhentiannya dikembangkan terus menerus sesuai dengan
perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan online
oleh pimpinan organisasi atas pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM?

NO.

PERTANYAAN

R2

Rn

Modus

1)

Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi unit kerja?
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2) | Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan peringatan dini bagi pimpinan unit
kerja dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja, dan telah dilakukan pemantauan online
oleh pimpinan organisasi atas hasil pengawasan inspektorat/itjen?

: ) 9, c114d cl : Ba (1€ :- c Pe = C c]
NO. PERTANYAAN Ri Rolin| i e Rn Modus

1) | Apakah unit kerja Saudara telah memiliki pedoman/kebijakan/SOP terkait dengan tugas
dan fungsi unit kerja Saudara yang melibatkan unit kerja lain terkait dengan mekanisme
saling uji (pencocokan data dengan unit kerja yang menangani anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan)?

2) | Apakah pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja Saudara, yang
melibatkan unit kerja lain tersebut, telah dikomunikasikan kepada pegawai yang
berkepentingan dalam unit kerja Saudara?

3) | Apakah kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit kerja lain telah diimplementasikan
oleh pegawai yang berkepentingan di setiap jenjang level unit kerja dan
didokumentasikan?

4) | Apakah pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan evaluasi terhadap
pemberlakuan kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan unit kerja lain
secara berkala dan terdokumentasi?

5) | Apakah mekanisme saling uji data telah dikembangkan secara terus menerus sesuai
dengan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi?

Penjelasan:

R Responden (1, 2, ....... 5, F1

Modus Jawaban yang terbanyak dari seluruh responden
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Format-9B
Lampiran 3.2
Untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

REKAPITULASI JAWABAN KUISIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom “Y/T” atas pertanyaan berikut.

D = =
g4 e S, cl Cld cl c

NO. PERTANYAAN Ri R Rn | Modus
1) | Apakah telah ada Aturan Perilaku (misalnya kode etik, Pakta Integritas dan aturan
perilaku pegawai) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan unit kerja/organisasi?

2) | Apakah Aturan Perilaku tersebut telah disampaikan kepada pegawai dalam unit kerja
Saudara?

3) | Apakah sebagian besar pegawai dalam unit kerja Saudara berperilaku sesuai dengan
Aturan Perilaku tersebut?

4) |Apakah pimpinan unit kerja telah melakukan pemantauan/evaluasi penerapan Aturan
Perilaku secara berkala dan terdokumentasi?

S) |Apakah Aturan Perilaku tersebut diperbarui/dikembangkan terus menerus sesuai
perubahan yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi atas penerapan aturan perilaku organisasi?

NO. PERTANYAAN R: Ry st Rn Modus
1) | Apakah organisasi telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk
masing-masing posisi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?




sl =

2) | Apakah standar kompetensi tersebut telah disampaikan kepada pegawai dalam unit kerja
Saudara?

3) | Apakah pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka
berdasarkan syarat dan kebutuhan posisi tersebut?

4) | Apakah pimpinan telah melakukan pemantauan/evaluasi atas standar kompetensi dan
kesesuaian penempatan pejabat dengan standar kompetensi secara berkala dan
terdokumentasi?

S) | Apakah standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi,
dan ada sarana pemantauan secara online oleh pimpinan organisasi atas kesesuaian
penempatan pejabat dengan standar kompetensi?

3. Kepemimpinan yang kondusif
R Ra Rn Modus

NO. B R AN Y A AN R E s e e ey AR Sl R e
1) | Apakah unit kerja telah memiliki kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Kinerja (SMK),
misalnya prosedur penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)?

2) | Apakah kebijakan/prosedur SMK telah disampaikan kepada seluruh tingkat pimpinan
dan pegawai terkait dalam unit kerja Saudara?

3) | Apakah kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan/diimplementasikan kepada unit
kerja Saudara?

4) | Apakah pimpinan telah mengevaluasi kebijakan/prosedur SMK dan implementasinya
secara berkala dan terdokumentasi?

5) | Apakah kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan
yang terjadi dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan unit kerja?

4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
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NO. PERTANYAAN R Rosaid|l sk Rn Modus

1) Apakah unit kerja Saudara telah memiliki Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya
mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku?

2) Apakah keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya, baik pada unit kerja,
telah dikomunikasikan kepada level pimpinan dan pegawai yang berkepentingan?

3) Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada unit kerja Saudara telah sesuai
dengan ukuran dan sifat kegiatannya?

4) Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada unit kerja Saudara telah
dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi?

5) Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya dimutakhirkan sesuai perubahan
lingkungan strategis dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan organisasi?

Pendelegasia ewenang da ange g Jawab yang Tepa

NO. PERTANYAAN R; { D (R Rn Modus

1) Apakah terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang dibuat secara formal di unit
kerja Saudara?

2) Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja Saudara telah dikomunikasikan
kepada sebagian besar pegawai?

3) Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja Saudara telah dilaksanakan dan
didokumentasikan?

4) Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas prosedur
pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala
dan terdokumentasi?

S) Apakah prosedur pendelegasian wewenang terus menerus disesuaikan dengan perubahan

lingkungan strategis yang terjadi, dan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang telah
dilakukan pemantauan online oleh pimpinan unit kerja?




NO.

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

- BS =

PERTANYAAN

R>

Rn

Modus

1)

Apakah organisasi telah memiliki serangkaian kebijakan/aturan mengenai pembinaan
Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian?

2)

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah dikomunikasikan kepada
pegawai pada unit kerja Saudara?

3)

Apakah rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya pada unit kerja
Saudara telah dilakukan sesuai dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM dan
didokumentasikan?

4)

Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas kebijakan pembinaan
SDM, dan kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan
pemberhentiannya dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM secara berkala dan
terdokumentasi?

9)

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan
pegawai sampai dengan pemberhentiannya dikembangkan terus menerus sesuai dengan
perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan online oleh
pimpinan organisasi atas pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM?

NO.

PERTANYAAN

[D ~
aa a Apara

O O
- -

Rn

Modus

1)

Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi unit kerja?

2)

Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan peringatan dini bagi pimpinan unit
kerja dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja, dan telah dilakukan pemantauan online oleh
pimpinan organisasi atas hasil pengawasan inspektorat/itjen?




= Bl =

- » -
c cl ang Ha Cl

1) 2, oA cl c cl
NO. PERTANYAAN R1 | . s RBa Modus
1) | Apakah unit kerja Saudara telah memiliki pedoman/kebijakan/SOP terkait dengan tugas
dan fungsi unit kerja Saudara yang melibatkan unit kerja lain terkait dengan mekanisme
saling uji (pencocokan data dengan unit kerja yang menangani anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan)?
2) | Apakah pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja Saudara, yang

melibatkan unit kerja lain tersebut, telah dikomunikasikan kepada pegawai yang
berkepentingan dalam unit kerja Saudara?

3) | Apakah kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit kerja lain telah diimplementasikan
oleh pegawai yang berkepentingan di setiap jenjang level unit kerja dan
didokumentasikan?

4) | Apakah pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan evaluasi terhadap
pemberlakuan kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan unit kerja lain
secara berkala dan terdokumentasi?

S) | Apakah mekanisme saling uji data telah dikembangkan secara terus menerus sesuai
dengan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan secara online oleh pimpinan
organisasi?

Penjelasan :
R Responden (1, 2, ....... , n)

Modus : Jawaban yang terbanyak dari seluruh responden
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Format-10A
Lampiran 3.3

untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

PANDUAN WAWANCARA UNTUK EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Panduan wawancara dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Pembina SPIP dalam rangka melakukan validasi atas jawaban responden pada
kegiatan survai kondisi Lingkungan Pengendalian. Secara umum, wawancara bertujuan untuk memberikan keyakinan secara memadai
atas kondisi spesifik yang mencerminkan pembudayaan pengendalian intern. Parameter pemandu digunakan sebagai materi pokok
wawancara, Tim Penilai dapat mengembangkannya untuk memperoleh keyakinan akan keberadaan parameter fokus. Panduan ini terdiri
dari dua bagian yaitu Bagian Pertama, Panduan Wawancara kepada Pimpinan dan Bagian Kedua, Panduan Wawancara kepada Pegawai.

1. Wawancara kepada Pimpinan

REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y/T)
1 2 3 4
W.1.1.2.1 | Apakah ada rencana untuk membuat peraturan mengenai kode
etik/aturan perilaku?
W.1.2.3.1 | Apakah Itjen Kementan telah melaksanakan praktik-praktik
pengendalian intern yang menjamin bahwa independensi dan
objektivitas selama pelaksanaan tugas pengawasan tetap terjaga?
W.1.2.5.1 | Apakah hasil pengawasan yang dilakukan APIP telah dapat mendeteksi
dan mencegah terjadinya risiko penyimpangan pada Satker Kementan?
W.1.3.1.1 | Apakah seluruh tugas organisasi dapat dijalankan oleh fungsi yang ada
dalam struktur organisasi?
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REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y/T)
1 2 3 4

W.1.3.3.1 | Apa peran unit organisasinya dalam pencapaian tujuan Kementerian
Pertanian (nilai pemahaman pimpinan tentang peran unit organisasinya
dalam pencapaian tujuan Kementerian?

W.1.3.3.3 | Kewenangan apa yang dimiliki Pimpinan satker (nilai pemahaman
pimpinan terhadap kewenangan yang dimilikinya)?

W.1.3.3.4 | Apa tanggung jawab pimpinan (nilai pemahaman pimpinan terhadap
tanggung jawabnya)?

W.1.3.4.1 | Apakah sistem pelaporan telah berjalan efektif?

W.1.3.4.2 | Apakah informasi penugasan telah disampaikan dan diterima tepat
waktu?

W.1.3.5.1 | Apakah struktur organisasi telah disesuaikan dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis?

W.1.4.1.1 | Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan
kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?

W.1.4.2.1 | Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
mempertimbangkan kompetensi?

W.1.4.2.2 | Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan
pertimbangan kompetensi?

W.1.4.3.1 | Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi
pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?

W.1.4.4.1 | Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam
praktik rekruitmen?

W.1.4.4.2 | Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam
praktik mutasi dan promosi?

W.1.4.5.1 | Apakah telah dibangun pola karir (succession planning) bagi pegawai?
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REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y /T)
il 2 3 4
W.1.5.1.1 |Apa bentuk komitmen untuk menyelenggarakan Standar Kinerja
Individu?
W.1.5.2.1 | Apa bentuk penghargaan kepada pegawai berprestasi?
2. Wawancara kepada Pegawai
REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y/T)
1 2 S 4
W.1.1.5.1 | Apakah pengaduan yang masuk melalui whistle blower system telah
ditindaklanjuti oleh manajemen?
W.1.2.3.2 | Apakah Itjen telah melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern
yang menjamin bahwa independensi dan obyektifitas selama
pelaksanaan tugas pengawasan tetap terjaga?
W.1.2.5.2 | Apakah Itjen telah mampu memberikan mekanisme peringatan dini
(early warning system) akan terjadinya risiko penyimpangan dalam
organisasinya?
W.1.3.1.2 | Apakah seluruh tugas organisasi dapat dijalankan oleh fungsi yang ada
dalam struktur organisasi?
W.1.3.3.2 | Apa peran unit organisasi Anda dalam pencapaian tujuan Kementan
(nilai pemahaman pegawai tentang peran unit organisasinya dalam
pencapaian tujuan Kementan)?
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REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y /T)
1 2) 3 4

W.1.3.3.5 | Apa tanggung jawab pegawai terhadap organisasinya. (nilai pemahaman
pegawai tentang tanggung jawabnya)?

W.1.4.3.2 | Apakah pegawai memahami kebijakan mengenai standar kompetensi
pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?

W.1.5.2.2 | Apakah telah ada penghargaan kepada pegawai berprestasi?

Penjelasan

Kolom 1 : Nomor referensi Matriks Operasionalisasi Indikator Penilaian
Kolom 2 : Rincian parameter sebagai materi pokok wawancara
Kolom 3 : Jawaban responden atas materi pokok wawancara maupun pengembangannya

Kolom 4 : Simpulan hasil wawancara, Jika jawaban wawancara mendukung keberadaan parameter pemandu diisi Y (Ya), jika sebaliknya

diisi T (Tidak)
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Format-10B
Lampiran 3.3

untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

PANDUAN WAWANCARA UNTUK EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Panduan wawancara dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Pembina SPIP dalam rangka melakukan validasi atas jawaban responden pada
kegiatan survai kondisi Lingkungan Pengendalian. Secara umum, wawancara bertujuan untuk memberikan keyakinan secara memadai
atas kondisi spesifik yang mencerminkan pembudayaan pengendalian intern. Parameter pemandu digunakan sebagai materi pokok
wawancara, Tim Penilai dapat mengembangkannya untuk memperoleh keyakinan akan keberadaan parameter fokus. Panduan ini terdiri
dari dua bagian yaitu Bagian Pertama, Panduan Wawancara kepada Pimpinan dan Bagian Kedua, Panduan Wawancara kepada Pegawai.

3. Wawancara kepada Pimpinan

REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y/T)
1 £ S 4
W.1.1.2.1 |Apakah ada rencana untuk membuat peraturan mengenai kode
etik/aturan perilaku?
W.1.2.3.1 |Apakah Itjen Kementan telah melaksanakan praktik-praktik
pengendalian intern yang menjamin bahwa independensi dan
objektivitas selama pelaksanaan tugas pengawasan tetap terjaga?
W.1.2.5.1 | Apakah hasil pengawasan yang dilakukan APIP telah dapat mendeteksi
dan mencegah terjadinya risiko penyimpangan pada Satker Kementan?
W.1.3.1.1 | Apakah seluruh tugas organisasi dapat dijalankan oleh fungsi yang ada
dalam struktur organisasi?
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REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y/T)
1 2 3 4

W.1.3.3.1 | Apa peran unit organisasinya dalam pencapaian tujuan Kementerian
Pertanian (nilai pemahaman pimpinan tentang peran unit organisasinya
dalam pencapaian tujuan Kementerian?

W.1.3.3.3 | Kewenangan apa yang dimiliki Pimpinan satker (nilai pemahaman
pimpinan terhadap kewenangan yang dimilikinya) ?

W.1.3.3.4 | Apa tanggung jawab pimpinan (nilai pemahaman pimpinan terhadap
tanggung jawabnya) ?

W.1.3.4.1 | Apakah sistem pelaporan telah berjalan efektif?

W.1.3.4.2 | Apakah informasi penugasan telah disampaikan dan diterima tepat
waktu?

W.1.3.5.1 | Apakah struktur organisasi telah disesuaikan dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis?

W.1.4.1.1 | Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan
kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?

W.1.4.2.1 | Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
mempertimbangkan kompetensi?

W.1.4.2.2 | Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan
pertimbangan kompetensi?

W.1.4.3.1 | Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi

pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?




w P

REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y/T)
1 2 3 4
W.1.4.4.1 | Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam
praktik rekruitmen?
W.1.4.4.2 | Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam
praktik mutasi dan promosi?
W.1.4.5.1 | Apakah telah dibangun pola karir (succession planning) bagi pegawai?
W.1.5.1.1 |Apa bentuk komitmen untuk menyelenggarakan Standar Kinerja
Individu?
W.1.5.2.1 | Apa bentuk penghargaan kepada pegawai berprestasi?
4. Wawancara kepada Pegawai
REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y/T)
1 2 5 4
W.1.1.5.1 | Apakah pengaduan yang masuk melalui whistle blower system telah
ditindaklanjuti oleh manajemen?
W.1.2.3.2 | Apakah Itjen telah melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern
yang menjamin bahwa independensi dan obyektifitas selama
pelaksanaan tugas pengawasan tetap terjaga?
W.1.2.5.2 | Apakah Itjen telah mampu memberikan mekanisme peringatan dini
(early waring system) akan terjadinya risiko penyimpangan dalam
organisasinya?
W.1.3.1.2 | Apakah seluruh tugas organisasi dapat dijalankan oleh fungsi yang ada
dalam struktur organisasi?
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REF PARAMETER PEMANDU JAWABAN SIMPULAN (Y /T)
1 2 3 4
W.1.3.3.2 | Apa peran unit organisasi Anda dalam pencapaian tujuan Kementan
(nilai pemahaman pegawai tentang peran unit organisasinya dalam
pencapaian tujuan Kementan)?
W.1.3.3.5 | Apa tanggung jawab pegawai terhadap organisasinya. (nilai pemahaman
pegawai tentang tanggung jawabnya)?
W.1.4.3.2 | Apakah pegawai memahami kebijakan mengenai standar kompetensi
pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?
W.1.5.2.2 | Apakah telah ada penghargaan kepada pegawai berprestasi?
Penjelasan
Kolom 1 : Nomor referensi Matriks Operasionalisasi Indikator Penilaian
Kolom 2 : Rincian parameter sebagai materi pokok wawancara
Kolom 3 : Jawaban responden atas materi pokok wawancara maupun pengembangannya
Kolom 4 : Simpulan hasil wawancara, Jika jawaban wawancara mendukung keberadaan parameter pemandu diisi Y (Ya), jika

sebaliknya diisi T (Tidak)




Format-11A
RESUME PENGAWALAN PK
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

RESUME HASIL PENGAWALAN PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN
KINERJA TA. 20XX

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

RESUME HASIL PENGAWALAN SPI
TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

SATKER..... ..o aeees TAHUN 20XX
PROVINSI/KABUPATEN .......cc.ccouveeneee.
Pada hari ini ........ , Tanggal ....... bulan ...... Tahun ........ (...-...-20xx)
bertempat di Ruang .................. Provinsi ........... , telah disampaikan dan

dibahas secara bersama dengan Kepala Balai/Dinas, Penanggungjawab
Kegiatan, dan Tim Satlak Pengendali Intern (Satlak PI) dan Tim Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian yang dilaksanakan tanggal ........ 20xx
sampai dengan ......... 20xx, dengan hasil sebagai berikut:
BAGIAN I

INFORMASI UMUM
A. INFORMASI PENGAWALAN
1. Dasar Pengawalan
a. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian TA 20xx Nomor ...................
b. Surat Tugas Inspektur .... Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian Nomor ........... Tanggal .............

2. Tujuan Pengawalan
Pengawalan SPI Pencapaian Target Perjanjian Kinerja satker...............
tahun 20xx, telah membangun dan mengimplementasikan SPIP,
khususnya (1) melakukan Penilaian Risiko, (2) membangun Kegiatan
Pengendalian, (3) mengukur atau memantau pelaksanaan
Pengendalian, dan/atau (4) mengevaluasi atau membuat rencana
evaluasi pelaksanaan Pengendalian.

3. Manfaat Pengawalan
Dengan pengawalan SPI Pencapaian Target Perjanjian Kinerja
satker............... tahun 20xx dapat mengidentifikasi dan
meminimalisir secara dini hambatan atau penyimpangan pencapaian
target Perjanjian Kinerja dan menanganinya secara lebih efisien.

4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan pengawalan adalah mengembangkan SPI
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja satker............... tahun 20xx.

5. Metodologi Pengawalan

Pengawalan dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD).
Tim menyiapkan bahan FGD terkait dengan Perjanjian Kinerja yang
akan dikawal pengembangan SPInya. Bahan yang disiapkan terdiri
dari mapping (reviu terbatas) penyelenggaraan SPI Pencapaian Target
Perjanjian Kinerja di unit kerja yang akan dikawal. Selanjutnya
melaksanakan pemaparan dan diskusi terhadap 5 unsur SPI sampai
ke tahapan pengembangan SPI yang lengkap.



6. Waktu Pengawalan

. Data Umum Unit Kerja

1.

2.
3.

Nama Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja

Alamat

Kepala Sub Bagian Tata
Usaha selaku Ketua Satlak PI

Pejabat Pembuat Komitmen
Anggaran tahun 20xx

Pengawalan dilakukan mulai dari tanggal ........ 20xx sampai dengan
........ 20xx.

ooooooooooooooooooooooooooo

...........................

---------------------------

---------------------------

...........................

ooooooooooooooooooooooo




. BABII
URAIAN HASIL PENGAWALAN

A. Informasi Perjanjian Kinerja

Sasaran dan Target Indikator Kinerja pada satker ......................... tahun
20xx yang dilakukan pengawalan adalah ..................coeevvvinneneen. Indikator
Kinerja tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja
antara ........cceeeeeeeneennnnes dengan ......cccccoovvvnennnenns

B. Hasil Pengawalan
Tim Pengawalan telah melaksanakan pengawalan pengembangan SPI

Pencapaian Target Perjanjian Kinerja ..........ccccccoovvinnnennn. tahun 20xx
pada satker ...................... di Provinsi .......... , dengan hasil sebagai
berikut:

1. Kondisi Lingkungan Pengendalian
Hasil evaluasi lingkungan pengendalian diperoleh nilai sebesar
........ %, yang berarti masih diperlukan perbaikan terhadap sub unsur
lingkungan pengendalian yang lemah yang mempengaruhi efektifitas
pengendalian intern, sebagai berikut.

Co tvenvnnrnnnnenns
2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/Tujuan

Satker ......coveviiiiinnnnen. telah merumuskan tujuan unit kerja yang
termuat dalam dokumen renstra yaitu ................... Dengan
sasaran dan target kinerja berupa ........c...ccccvuunennne. , serta dengan
alokasi anggaran TA 20XX senilai Rp........... ,00.

Penetapan tujuan dan output tersebut telah memenuhi unsur dan
atribut SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, and
Time Bound).

b. Penyusunan Proses Bisnis
Berdasarkan hasil pengawalan dapat disimpulan proses bisnis
utama (Komponen) yaitu.

| R
2) e,
K ) I
C. Penetapan Kriteria Risiko dan Tolerasnsi Risiko (Risk Tolerance)
Satker ................. telah menetapkan kriteria risiko dari aspek

Dampak/Impact (D), serta  Kemungkinan/ Likelihood  (K)
sebagaimana tertuang dalam Gambar 1. Selanjutnya berdasarkan
kriteria tersebut Kepala Balai/Dinas telah menetapkan risiko yang
dapat diterima ( risk tolerance), yaitu pada skala 3 untuk dampak
yang berarti ................ , serta pada skala 3 untuk aspek
kemungkinan terjadinya risiko, yaitu ........................
d. Identifikasi Risiko

Satker ................ pada saat pengawalan tanggal .........
belum/sudah mengembangkan SPI tahun 20xx, sehingga Tim
Pengawalan melakukan pendampingan dalam pengembangan SPI
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja tahun 20xx.

Dari hasil identifikasi risiko melalui FGD diketahui bahwa terdapat

..... (.........) risiko melekat (inherent risk), yaitu: 1) ............; 2)
............ HIC ) I

e. Analisis Risiko
Hasil FGD analisis risiko terhadap penilaian

Kemungkinan/likelihood (K) dan Dampak/impact (D) atas ........



risiko melekat (inherent risk) yang telah teridentifikasi diperoleh
skala risiko/tingkat risiko melekat (inherent risk) dengan urutan

sebagai berikut:

1) e ;

2) ;

B) e

Hasil evaluasi terhadap pengendallan yang telah ada (existing
control)terhadap risiko melekat menunjukan bahwa ..... risiko
melekat (inherent risk) yang telah ada pengendaliannya (existing
control), yaitu, risiko nomor 1) ............... ;02) e ;o 3)
............... , telah dijalankan ....%. Sedangkan ...... risiko lainnya

belum ada pengendalianya (existing control). Hal ini menunjukan
bahwa pengendalian terhadap risiko yang melekat (inherent risk)
belum memadai, sehingga sisa risiko yang ada (residual risk) masih
sama dengan risiko awal/risiko melekat (inherent risk).

f. Pemetaan Risiko
Hasil pemetaan risiko tersisa (residual risk) sebagaimana Gambar
2, yaitu ... risiko yang telah teridentifikasi seluruhnya berada di
atas garis risk tolerance, dengan rincian ..... risiko masuk dalam
kategori dampak risiko berat yaitu risiko nomor ........... dan ......
risiko masuk dalam kategori dampak risiko sangat berat yaitu
risiko nomor ....... , sehingga seluruhnya harus dilakukan
mitigasi/pengendalian.

. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian risiko maka telah dirumuskan aktivitas

pengendalian ...... risiko dengan menggunakan strategi mitigasi

reduce (menurunkan/perubahan risiko ke tingkat yang lebih rendah)

terhadap masing-masing penyebab risiko (..... penyebab risiko),

berupa .... diskripsi tindakan mitigasi, yaitu: 1) ............ 3 2) i )

) I

Selain itu juga telah ditetapkan rencana waktu pelaksanaan mitigasi

risiko, dan biaya pengendalian risiko.

. Informasi dan Komunikasi

Sampai dengan saat pengawalan, Satker .............. telah/belum

melakukan beberapa infokom yaitu ............. dengan evidence berupa

................ jika belum disebabkan ...........ccc.cc......

. Implementasi SPI

Sampai dengan saat pengawalan, Satker ............ telah melakukan
implementasi pengendalian risiko yaitu ............. Sedangkan aktifitas
pengendalian  risiko lainnya belum  dilaksanakan karena
. Pemantauan Pengendalian Intern

Satker ... telah menyusun rancangan
pemantauan/monitoring  terhadap pelaksanaan implementasi
pengendalian risiko dan rancangan reviu terhadap seluruh proses
pengembangan SPI untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan SPI
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja tahun 20xx. Sampai dengan saat
pengawalan telah dilakukan pemantauan/risk monitoring terhadap
pengendalian risiko berupa .......... , meliputi realisasi waktu
pelaksanaan mitigasi risiko, perubahan tingkat risiko dari inherent
risk, residual risk, hingga risk after mitigation, realisasi biaya
penanganan risiko dan buktice pelaksanaan pengendalian risiko.
Selain itu juga telah dilakukan reviu pelaksanaan pengembangan SPI
meliputi evaluasi proses bisnis SPI yang telah dilakukan berdasarkan



ketentuan yang berlaku, dampak risiko sudah dapat ditoleransi, risiko
baru yang muncul setelah pengendalian (risk treatment) dan efektifitas
pengendalian risiko terhadap pencapaian tujuan. Terkait hasil
evaluasi tersebut sampai saat dengan pendampingan, belum dapat
disimpulkan dampak pengendalian/mitigasi risiko yang telah
dilaksanakan terhadap pencapaian dikarena ..................

Dalam rangka meningkatkan penerapan SPI Pencapaian Target
Perjanjian Kinerja tahun 20xx, kami rekomendasikan kepada Kepala



PENUTUP

Resume hasil pengawalan ini telah dibahas bersama antara Tim
Pengawalan dan pihak Satker dengan kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam dokumen Resume Hasil Pengawalan (RHP) ini. Seluruh
rekomendasi yang dikemukakan telah disanggupi untuk ditindaklanjuti
dalam pelaksanaan kegiatan sambil menunggu laporan resmi yang akan
disampaikan kemudian.

Kepala ................... , Tim Pengawalan Itjen Kementan,

Pengendali Mutu,

................................

NIP. oo ccciees e

Pengendali Teknis,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selaku Ketua Satlak SPIP,
................................ Ketua Tim,
NIP. oo,
PPK ..o, ,
Anggota Tim,

................................

.............................



Format-11B
RESUME PENGAWALAN SPI
untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

RESUME HASIL PENGAWALAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TA.
20XX
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

RESUME HASIL PENGAWALAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

SATKER DINAS.....cotiiiiiiiiirieiir e eneeinees TAHUN 20XX
PROVINSI/KABUPATEN ........cccccevvnennne
Pada hari ini ........ , Tanggal ....... bulan ...... Tahun ........ (co0m...-20xx)
bertempat di Ruang .................. Provinsi ........... , telah disampaikan dan

dibahas secara bersama dengan Kepala Dinas, Penanggungjawab Kegiatan,
dan Tim Satlak Pengendali Intern (Satlak PI) dan Tim Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian yang dilaksanakan tanggal ........ 20xx sampai
dengan ......... 20xx, dengan hasil sebagai berikut:
BAGIAN I

INFORMASI UMUM

A. INFORMASI PENGAWALAN
1. Dasar Pengawalan
a. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian TA 20xx Nomor ...................
b. Surat Tugas Inspektur .... Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian Nomor ........... Tanggal .............

2. Tujuan Pengawalan
Pengawalan Sistem Pengendalian Intern satker Dinas............... tahun
20xx, telah membangun dan mengimplementasikan SPIP, khususnya
(1) melakukan Penilaian Risiko, (2) membangun Kegiatan
Pengendalian, (3) mengukur atau memantau pelaksanaan
Pengendalian, dan/atau (4) mengevaluasi atau membuat rencana
evaluasi pelaksanaan Pengendalian.

3. Manfaat Pengawalan
Dengan pengawalan Sistem Pengendalian Intern satker Dinas
............... tahun 20xx dapat mengidentifikasi dan meminimalisir
secara dini hambatan atau penyimpangan pencapaian target
Perjanjian Kinerja dan menanganinya secara lebih efisien.

4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan pengawalan adalah mengembangkan Sistem
Pengendalian Intern satker Dinas ............... tahun 20xx.

5. Metodologi Pengawalan

Pengawalan dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD).
Tim menyiapkan bahan FGD terkait dengan Perjanjian Kinerja yang
akan dikawal pengembangan SPInya. Bahan yang disiapkan terdiri
dari mapping (reviu terbatas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern satker Dinas yang akan dikawal. Selanjutnya melaksanakan
pemaparan dan diskusi terhadap 5 unsur SPI sampai ke tahapan
pengembangan SPI yang lengkap.



6. Waktu Pengawalan

Pengawalan dilakukan mulai dari tanggal ........ 20xx sampai dengan

........ 20xx.

B. Data Umum Unit Kerja

1.

2.
3.

Nama Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja

Alamat

Kepala Sub Bagian Tata
Usaha selaku Ketua Satlak PI

Pejabat Pembuat Komitmen
Anggaran tahun 20xx

ooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

.......................



BAB II
URAIAN HASIL PENGAWALAN

A. Informasi Perjanjian Kinerja
Kegiatan strategis satker antara lain ........................ , dan kegiatan
strategis pada satker ......................... tahun 20xx yang dilakukan
pengawalan adalah Kegiatan Strategis , yaitU.........ccccovriveiinninnnnn.
B. Hasil Pengawalan
Tim Pengawalan telah melaksanakan pengawalan pengembangan Sistem
Pengendalian Intern satker Dinas .............cccoceeeevennen. tahun 20xx di
Provinsi .......... , dengan hasil sebagai berikut:
1. Kondisi Lingkungan Pengendalian
Hasil evaluasi lingkungan pengendalian diperoleh nilai sebesar
........ %, yang berarti masih diperlukan perbaikan terhadap sub unsur
lingkungan pengendalian yang lemah yang mempengaruhi efektifitas
pengendalian intern, sebagai berikut.

Co vrrrerenneeenn,
2. Penilaian Risiko
a. Definisi Kegiatan Stragtegis
Uraikan definisi strategis sesuai Form 1.
Penetapan tujuan dan output tersebut telah memenuhi unsur dan
atribut SMART (Spesificc Measurable, Achievable, Relevant, and
Time Bound).
b. Penyusunan Proses Bisnis
Uraikan proses bisnis sesuai Form 1
c. Identifikasi Risiko
Satker ......co.cceeeelll pada saat pengawalan tanggal .........
belum/sudah mengembangkan SPI tahun 20xx, sehingga Tim
Pengawalan melakukan pendampingan dalam pengembangan SPI

Kegiatan ..................... tahun 20xx.
Dari hasil identifikasi risiko melalui FGD diketahui bahwa terdapat
...... risiko

Uraikan sesuai tabel form 3

d. Analisis Risiko
Hasil FGD analisis risiko terhadap penilaian
Kemungkinan/ likelihood (K) dan Dampak/impact (D) atas ........
risiko melekat (inherent risk) yang telah teridentifikasi diperoleh
skala risiko/tingkat risiko melekat (inherent risk) dengan urutan
sebagai berikut:

Uraikan sesuai tabel form 4
€. Pemetaan Risiko

Hasil pemetaan risiko tersisa (residual risk) sebagaimana Gambar
2, yaitu ... risiko yang telah teridentifikasi seluruhnya berada di
atas garis risk tolerance, dengan rincian ..... risiko masuk dalam
kategori dampak risiko berat yaitu risiko nomor ........... dan ......
risiko masuk dalam kategori dampak risiko sangat berat yaitu
risiko nomor ....... , sehingga seluruhnya harus dilakukan
mitigasi/ pengendalian.
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3. Kegiatan Pengendalian
Berdasarkan hasil penilaian risiko maka telah dirumuskan aktivitas
pengendalian ...... risiko dengan menggunakan strategi mitigasi
reduce (menurunkan/perubahan risiko ke tingkat yang lebih rendah)
terhadap masing-masing penyebab risiko (..... penyebab risiko),
berupa .... diskripsi tindakan mitigasi, yaitu: 1) ............ ) I ,
3) e,
Selain itu juga telah ditetapkan rencana waktu pelaksanaan mitigasi
risiko, dan biaya pengendalian risiko.

4. Informasi dan Komunikasi

Sampai dengan saat pengawalan, Satker .............. telah/belum
melakukan beberapa infokom yaitu ............. dengan evidence berupa
................ jika belum disebabkan ........................

5. Implementasi SPI
Sampai dengan saat pengawalan, Satker ............ telah melakukan
implementasi pengendalian risiko yaitu ............. Sedangkan aktifitas

pengendalian risiko lainnya belum  dilaksanakan karena
6. Pemantauan Pengendalian Intern

Satker ...l telah menyusun rancangan
pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan implementasi
pengendalian risiko dan rancangan reviu terhadap seluruh proses
pengembangan SPI untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan SPI
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja tahun 20xx. Sampai dengan saat
pengawalan telah dilakukan pemantauan/risk monitoring terhadap
pengendalian risiko berupa .......... , meliputi realisasi waktu
pelaksanaan mitigasi risiko, perubahan tingkat risiko dari inherent
risk, residual risk, hingga risk after mitigation, realisasi biaya
penanganan risiko dan buktice pelaksanaan pengendalian risiko.
Selain itu juga telah dilakukan reviu pelaksanaan pengembangan SPI
meliputi evaluasi proses bisnis SPI yang telah dilakukan berdasarkan
ketentuan yang berlaku, dampak risiko sudah dapat ditoleransi, risiko
baru yang muncul setelah pengendalian (risk treatment) dan efektifitas
pengendalian risiko terhadap pencapaian tujuan. Terkait hasil
evaluasi tersebut sampai saat dengan pendampingan, belum dapat
disimpulkan dampak pengendalian/mitigasi risiko yang telah
dilaksanakan terhadap pencapaian dikarena ..................

Dalam rangka meningkatkan penerapan SPI Pencapaian Target
Perjanjian Kinerja tahun 20xx, kami rekomendasikan kepada Kepala
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PENUTUP

Resume hasil pengawalan ini telah dibahas bersama antara Tim
Pengawalan dan pihak Satker dengan kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam dokumen Resume Hasil Pengawalan (RHP) ini. Seluruh
rekomendasi yang dikemukakan telah disanggupi untuk ditindaklanjuti
dalam pelaksanaan kegiatan sambil menunggu laporan resmi yang akan
disampaikan kemudian.

Kepala ................... , Tim Pengawalan Itjen Kementan,

Pengendali Mutu,

................................

NIP. et e
Pengendali Teknis,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selaku Ketua Satlak SPIP,
................................ Ketua Tim,
NIP. oo,
Penanggungjawab Kegiatan
Anggota Tim,

................................

ooooooooooooooooooooooooooooo



= 1D =

Format-12A
LAPORAN PENGAWALAN PK
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

LAPORAN HASIL PENGAWALAN PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN
KINERJA TA. 20XX

LAPORAN HASIL PENGAWALAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN

KINERJA
DI DINAS/BALAI

........................

TAHUN 20xx

NOMOR: R....../PW.180/G..../.../20xx
TANGGAL ................. 20xx



BABI

BAB II
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DAFTAR ISI

INFORMASI UMUM

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------

URAIAN HASIL

PENGAWALAN......coiiiiiieeeceeeeeeneen,

A. Informasi Perjanjian
Kinerja....occoveueeeireneniiiiicinceneeneenn.

B. Hasil
Pengawalan........cccoeeviiiiiiiiininiiiiiiinninceiceea,

Hal
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KOP SURAT INSPEKTORAT I, II, ITI, IV DAN INVESTIGASI

Nomor : R....../PW.180/G...../...... /2021 20xx
Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Hasil Pengawalan Sistem

Pengendalian Intern (SPI) Pencapaian
Target Perjanjian Kinerja Tahun 20xx pada
Dinas/Balai  ......cccoceneennnnen Provinsi

ooooooooooooooooooooooo

Kami telah melakukan pengawalan pengembangan Sistem
Pengendalian Intern terhadap Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun
20xx pada Dinas/Balai ..................... Provinsi ....c..cooeeiieeinenns , dengan
pokok-pokok hasil pengawalan sebagai berikut:

BAB I :  INFORMASI UMUM
BAB II :  URAIAN HASIL PENGAWALAN
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BAB 1
INFORMASI UMUM

A. INFORMASI PENGAWALAN

1.

Dasar Pengawalan
a. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian TA. 20xx Nomor 20xx...............

b. Surat Tugas Inspektur ...... Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian NOmMOI........ccccooeviiiniininn. tanggal .......coiiiiiinnn,
20xx.

. Tujuan Pengawalan
Tujuan pengawalan Kegiatan ...........c........... di Dinas/Balai ............
Provinsi .............. adalah membangun dan mengimplementasikan

SPIP meliputi (1) Evaluasi lingkungan penegdalian yang berdampak
terhadap efektifitas pengendalian risiko, (2) Penetapan tujuan dan
output kegiatan, (3) Penilaian risiko, (4) membangun pengendalian
risiko, (5) Memantau pelaksanaan pengendalian risiko, dan (4)
Mereviu untuk mengevaluasi pelaksanaan pengembangan SPI yang
telah dilakukan.

. Manfaat Pengawalan

Pengawalan kegiatan ..................... di Dinas/Balai ............ Provinsi
.............. diharapkan dapat mengendalikan risiko yang menghambat
pencapaian tujuan kegiatan.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawalan adalah mengembangkan SPI
kegiatan ............ tahun 20xx mulai evaluasi lingkungan pengendalian
sampai dengan reviu atas pelaksanaan pengembangan SPI kegiatan.
Metodologi Pengawalan

Pengawalan dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD)
yang dilakukan antara Tim Pengawalan Itjen Kementan dengan kepala
balai/dinas, Penanggungjawab kegiatan, pelaksana kegiatan dan
Satlak PI ............. FGD dimulai dengan pemaparan tentang filosofi
SPI dan Siklus Bisnis SPI serta selanjutnya dilakukan diskusi
terhadap lima (5) unsur SPI dan dilanjutkan aplikasi pembangunan
SPI Pencapaian Target Perjanjian Kinerja.

Waktu Pengawalan

Pengawalan dilakukan mulai dari tanggal ............... 20xx. sampai
dengan ..........ccceeeeeeenn... 20xx.

B. Data Umum Unit Kerja

1.

2.
3.

Nama Unit Kerja

...............................

...............................

Pimpinan Unit Kerja

Alamat

...............................

Kepala Sub Bagian Tata : ....cccoooeeveeveenerevennnnn,
Usaha selaku Ketua Satlak PI

Subkoor/Koordinator
Pejabat Pembuat Komitmen @ .......ccocoovoiiiiiiiereeninnnn,

Anggaran Kegiatan : Rp............... ,00
......... tahun 20xx

...............................
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BAB II
URAIAN HASIL PENGAWALAN

A. Informasi Perjanjian Kinerja
Sasaran dan Target Indikator Kinerja pada satker .......c...ccccoceueei. tahun
20xx yang dilakukan pengawalan adalah ...........cccoceeeiieniinninnen. Indikator
Kinerja tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja
antara ..........cocevevininnnnen dengan .......cocevevnieinennne
B. Hasil Pengawalan
Tim Pengawalan telah melaksanakan pengawalan pengembangan SPI
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja tahun 20xx pada satker
...................... di Provinsi .........., dengan hasil sebagai berikut:
1. Kondisi Lingkungan Pengendalian
Hasil evaluasi lingkungan pengendalian diperoleh nilai sebesar
........ %, yang berarti masih diperlukan perbaikan terhadap sub unsur
lingkungan pengendalian yang lemah yang mempengaruhi efektifitas
pengendalian intern, sebagai berikut.

Co vrrerrrrneennns
2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/Tujuan

Satker ......coceveiiinnnnn.. telah merumuskan tujuan unit kerja yang
termuat dalam dokumen renstra yaitu ................... Dengan
sasaran dan target kinerja berupa ........cccooevuirennennn, , serta dengan
alokasi anggaran TA 20XX senilai Rp........... ,00

Penetapan tujuan dan output tersebut telah memenuhi unsur dan
atribut SMART (Spesificc, Measurable, Achievable, Relevant, and
Time Bound).

b. Penyusunan Proses Bisnis
Berdasarkan hasil pengawalan dapat disimpulan proses bisnis

utama (Komponen) ............... , yaitu.
1) e,
2) e,
3) e,
c. Penetapan Kriteria Risiko dan Tolerasnsi Risiko (Risk Tolerance)
Satker ................. telah menetapkan kriteria risiko dari aspek

Dampak/Impact (D), serta Kemungkinan/Likelihood (K)
sebagaimana tertuang dalam Gambar 1. Selanjutnya berdasaykan
kriteria tersebut Kepala Balai/Dinas telah menetapkan risiko yang
dapat diterima ( risk tolerance), yaitu pada skala ....... untuk
dampak yang berarti ................ , serta pada skala ........ untuk
aspek kemungkinan terjadinya risiko, yaitu ...............cc... ...
d. Identifikasi Risiko

Satker ...l pada saat pengawalan tanggal .........
belum/sudah mengembangkan SPI tahun 20xx, sehingga Tim
Pengawalan melakukan pendampingan dalam pengembangan SPI
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja tahun 20xx.

Dari hasil identifikasi risiko melalui FGD diketahui bahwa terdapat

..... (.........) risiko melekat (inherent risk), yaitu: 1) ............; 2)
............ HEC ) I

€. Analisis Risiko
Hasil FGD analisis risiko terhadap penilaian

Kemungkinan/likelihood (K) dan Dampak/impact (D) atas ........
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risiko melekat (inherent risk) yang telah teridentifikasi diperoleh
skala risiko/tingkat risiko melekat (inherent risk) dengan urutan

sebagai berikut:

1) e ;

2) ;

<) IR TR TR

Hasil evaluasi terhadap pengendahan yang telah ada (existing
control)terhadap risiko melekat menunjukan bahwa ..... risiko
melekat (inherent risk) yang telah ada pengendaliannya (existing
control), yaitu, risiko nomor 1) ............... ) ; 3)
............... , telah dijalankan ....%. Sedangkan ...... risiko lainnya

belum ada pengendalianya (existing control). Hal ini menunjukan
bahwa pengendalian terhadap risiko yang melekat (inherent risk)
belum memadai, sehingga sisa risiko yang ada (residual risk) masih
sama dengan risiko awal/risiko melekat (inherent risk).

f. Pemetaan Risiko
Hasil pemetaan risiko tersisa (residual risk) sebagaimana Gambar
2, yaitu ... risiko yang telah teridentifikasi seluruhnya berada di
atas garis risk tolerance, dengan rincian ..... risiko masuk dalam
kategori dampak risiko berat yaitu risiko nomor ........... dan ......
risiko masuk dalam kategori dampak risiko sangat berat yaitu
risiko nomor ....... , sehingga seluruhnya harus dilakukan
mitigasi/pengendalian.

. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian risiko maka telah dirumuskan aktivitas

pengendalian ...... risiko dengan menggunakan strategi mitigasi

reduce (menurunkan/perubahan risiko ke tingkat yang lebih rendah)

terhadap masing-masing penyebab risiko (..... penyebab risiko),

berupa .... diskripsi tindakan mitigasi, yaitu: 1) ............ 3 2) v )

Selain itu juga telah ditetapkan rencana waktu pelaksanaan mitigasi
risiko, dan biaya pengendalian risiko.

. Informasi dan Komunikasi

Sampai dengan saat pengawalan, Satker .............. telah/belum
melakukan beberapa infokom yaitu ............. dengan buktit berupa
................ jika belum disebabkan .........................

. Implementasi SPI Kegiatan

Sampai dengan saat pengawalan, Satker ............ telah melakukan
implementasi pengendalian risiko kegiatan .............. , yaitu ...l
Sedangkan aktifitas pengendalian risiko lainnya belum dilaksanakan
karena .........cccceevennnnni.

. Pemantauan Pengendalian Intern

Satker ... telah menyusun rancangan
pemantauan/monitoring  terhadap pelaksanaan implementasi
pengendalian risiko dan rancangan reviu terhadap seluruh proses
pengembangan SPI untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan SPI
Pencapaian Target Perjanjian Kinerja tahun 20xx. Sampai dengan saat
pengawalan telah dilakukan pemantauan/risk monitoring terhadap
pengendalian risiko berupa .......... , meliputi realisasi waktu
pelaksanaan mitigasi risiko, perubahan tingkat risiko dari inherent
risk, residual risk, hingga risk after mitigation, realisasi biaya
penanganan risiko dan buktice pelaksanaan pengendalian risiko.

Selain itu juga telah dilakukan reviu pelaksanaan pengembangan SPI
meliputi evaluasi proses bisnis SPI yang telah dilakukan berdasarkan
ketentuan yang berlaku, dampak risiko sudah dapat ditoleransi, risiko
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baru yang muncul setelah pengendalian (risk treatmen) dan efektifitas
pengendalian risiko terhadap pencapaian tujuan kegiatan. Terkait
hasil evaluasi tersebut sampai saat dengan pendampingan, belum
dapat disimpulkan dampak pengendalian/mitigasi risiko yang telah
dilaksanakan terhadap pencapaian dikarena ..................

Dalam rangka meningkatkan penerapan SPI kegiatan .......................
tahun 20xx, kami rekomendasikan kepada Kepala .................. , agar:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Format-12B
LAPORAN PENGAWALAN SPI
untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan
Kabupaten

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWALAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TA. 20XX

LAPORAN HASIL PENGAWALAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) KEGIATAN STRATEGIS
PADA DINAS ..o, PROVINSI .....cooiiin.
TAHUN 20xx

NOMOR: R....../PW.180/G..../.../20xx
TANGGAL ................. 20xx
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DAFTAR ISI

Hal

BAB I INFORMASI UMUM

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------

BAB II URAIAN HASIL
PENGAWALAN......ccocvviiiiiininiiiiennne

B. Hasil
Pengawalan........c..oooeviiiiiiiiiniiiiiiiiee
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KOP SURAT INSPEKTORAT I, II, I, IV DAN INVESTIGASI

Nomor : R....../PW.180/G...../...... /2021 L 20xx

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Hasil Pengawalan  Sistem
Pengendalian Intern  (SPI) Kegiatan
Strategis.........c........ Tahun 20xx pada
Dinas....c.ccoceevvenennane Provinsi ......ccceeeveunenenne.

Kami telah melakukan pengawalan pengembangan Sistem
Pengendalian Intern terhadap Kegiatan Startegis .................. Tahun 20xx
pada Dinas .........c........... Provinsi ....c..ccoovvveinnnnnn. , dengan pokok-pokok
hasil pengawalan sebagai berikut:

BAB I :  INFORMASI UMUM
BAB II :  URAIAN HASIL PENGAWALAN
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BAB I
INFORMASI UMUM

C. INFORMASI PENGAWALAN

7. Dasar Pengawalan
a. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian TA. 20xx Nomor 20xX...............

b. Surat Tugas Inspektur ...... Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian Nomor........cc.cccceevennnnnene. tanggal ......cooiiiiiniii.
20xx.

8. Tujuan Pengawalan
Tujuan pengawalan Kegiatan ....................... di Dinas ............ Provinsi

.............. adalah membangun dan mengimplementasikan SPIP
meliputi (1) Evaluasi lingkungan penegdalian yang berdampak
terhadap efektifitas pengendalian risiko, (2) Penetapan tujuan dan
output kegiatan, (3) Penilaian risiko, (4) membangun pengendalian
risiko, (5) Memantau pelaksanaan pengendalian risiko, dan (4)
Mereviu untuk mengevaluasi pelaksanaan pengembangan SPI yang
telah dilakukan.

9. Manfaat Pengawalan
Pengawalan kegiatan ...........c......... di Dinas ............ Provinsi
.............. diharapkan dapat mengendalikan risiko yang menghambat
pencapaian tujuan kegiatan.

10. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan pengawalan adalah mengembangkan SPI
kegiatan ............ tahun 20xx mulai evaluasi lingkungan pengendalian
sampai dengan reviu atas pelaksanaan pengembangan SPI kegiatan.

11. Metodologi Pengawalan
Pengawalan dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD)
yang dilakukan antara Tim Pengawalan Itjen Kementan dengan kepala
balai/dinas, Penanggungjawab kegiatan, pelaksana kegiatan dan
Satlak PI ............. FGD dimulai dengan pemaparan tentang filosofi
SPI dan Siklus Bisnis SPI serta selanjutnya dilakukan diskusi

terhadap lima (5) unsur SPI dan dilanjutkan aplikasi pembangunan
SPI.

12. Waktu Pengawalan
Pengawalan dilakukan mulai dari tanggal ............... 20xx. sampai
dengan ......ccccccevvnunnnnnnnn. 20xx.

. Data Umum Unit Kerja
1. Nama Unit Kerja e

2. Pimpinan Unit Kerja L e,
3. Alamat

...............................

4. Kepala Sub Bagian Tata
Usaha selaku Ketua Satlak PI

5. Subkoor/Koordinator
6. Pejabat Pembuat Komitmen D eieeeereeteeie e
7. Anggaran Kegiatan : Rp............... ,00

...............................

...............................

| N ¥
.-
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BAB II
URAIAN HASIL PENGAWALAN
C. Informasi Perjanjian Kinerja
Sasaran dan Target Indikator Kinerja pada satker ..........c..ccooouvenn. tahun
20xx yang dilakukan pengawalan adalah .............cccceeviiennnnnenn. Indikator
Kinerja tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja
antara .......oceveenneinnnnn. dengan .........coeeeeueinnnennn.

D. Hasil Pengawalan

Tim Pengawalan telah melaksanakan pengawalan pengembangan SPI

Pencapaian Target Perjanjian Kinerja tahun 20xx pada satker

...................... di Provinsi .........., dengan hasil sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Pengendalian
Hasil evaluasi lingkungan pengendalian diperoleh nilai sebesar
........ %, yang berarti masih diperlukan perbaikan terhadap sub unsur
lingkungan pengendalian yang lemah yang mempengaruhi efektifitas
pengendalian intern, sebagai berikut.

fo e,
2. Penilaian Risiko

a. Definisi Kegiatan Stragtegis
Uraikan definisi strategis sesuai Format-1.
Penetapan tujuan dan output tersebut telah memenuhi unsur dan
atribut SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, and
Time Bound).

b. Penyusunan Proses Bisnis
Uraikan proses bisnis sesuai Format-1

c. Identifikasi Risiko
Satker ......cceennnen. pada saat pengawalan tanggal .........
belum/sudah mengembangkan SPI tahun 20xx, sehingga Tim
Pengawalan melakukan pendampingan dalam pengembangan SPI

Kegiatan ..................... tahun 20xx.
Dari hasil identifikasi risiko melalui FGD diketahui bahwa terdapat
...... risiko

Uraikan sesuai tabel Format-3

d. Analisis Risiko
Hasil FGD analisis risiko terhadap penilaian
Kemungkinan/ likelihood (K) dan Dampak/impact (D) atas ........
risiko melekat (inherent risk) yang telah teridentifikasi diperoleh
skala risiko/tingkat risiko melekat (inherent risk) dengan urutan
sebagai berikut:

Uraikan sesuai tabel Format-4
e. Pemetaan Risiko

Hasil pemetaan risiko tersisa (residual risk) sebagaimana Gambar
2, yaitu ... risiko yang telah teridentifikasi seluruhnya berada di
atas garis risk tolerance, dengan rincian ..... risiko masuk dalam
kategori dampak risiko berat yaitu risiko nomor ........... dan ......
risiko masuk dalam kategori dampak risiko sangat berat yaitu
risiko nomor ....... , sehingga seluruhnya harus dilakukan
mitigasi/pengendalian.
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3. Kegiatan Pengendalian
Berdasarkan hasil penilaian risiko maka telah dirumuskan aktivitas
pengendalian ...... risiko dengan menggunakan strategi mitigasi
reduce (menurunkan/perubahan risiko ke tingkat yang lebih rendah)
terhadap masing-masing penyebab risiko (..... penyebab risiko),
berupa .... diskripsi tindakan mitigasi, yaitu: 1) ............ 3 2) s ,

Selain itu juga telah ditetapkan rencana waktu pelaksanaan
mitigasi risiko, dan biaya pengendalian risiko.
4. Informasi dan Komunikasi

Sampai dengan saat pengawalan, Satker .............. telah/belum
melakukan beberapa infokom yaitu ............. dengan buktit berupa
................ jika belum disebabkan ............c..cc.........

5. Implementasi SPI Kegiatan
Sampai dengan saat pengawalan, Satker ............ telah melakukan
implementasi pengendalian risiko kegiatan .............. , yaitu .............

Sedangkan aktifitas pengendalian risiko lainnya belum dilaksanakan
karena .......cccoeevenvennnnn.

6. Pemantauan Pengendalian Intern
Satker = ...l telah menyusun rancangan
pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan  implementasi
pengendalian risiko dan rancangan reviu terhadap seluruh proses
pengembangan SPI untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan SPI.
Sampai dengan saat pengawalan telah dilakukan pemantauan/risk
monitoring terhadap pengendalian risiko berupa .......... , meliputi
realisasi waktu pelaksanaan mitigasi risiko, perubahan tingkat risiko
dari inherent risk, residual risk, hingga risk after mitigation, realisasi
biaya penanganan risiko dan buktice pelaksanaan pengendalian
risiko.
Selain itu juga telah dilakukan reviu pelaksanaan pengembangan SPI
meliputi evaluasi proses bisnis SPI yang telah dilakukan berdasarkan
ketentuan yang berlaku, dampak risiko sudah dapat ditoleransi, risiko
baru yang muncul setelah pengendalian (risk treatmen) dan efektifitas
pengendalian risiko terhadap pencapaian tujuan kegiatan. Terkait
hasil evaluasi tersebut sampai saat dengan pendampingan, belum
dapat disimpulkan dampak pengendalian/mitigasi risiko yang telah
dilaksanakan terhadap pencapaian dikarena ..................

Dalam rangka meningkatkan penerapan SPI kegiatan .......................
tahun 20xx, kami rekomendasikan kepada Kepala .................. , agar:

....................................
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Format-13A
PENGANTAR MASALAH PENGAWALAN
untuk Satuan Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian

FORM SURAT PENGANTAR MASALAH HASIL PENGAWALAN
KOP SURAT INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor N - S JPW.180/Gf.cixus 15740) 2. A S SN 20xx
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Ringkasan FEksekutif Pengawalan
SPI Pencapaian Target Perjanjian
Kinerja pada Satker

............................ Tahun Anggaran

Yth. Direktur Jenderal/Kepala Badan .. s
Kementerian Pertanian
Di

Jakarta

Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan, kami rekomendasikan kepada
Saudara agar memantau dan memastikan satker ................... telah
melaksanakan rekomendasi berupa (masukan rekomendasi).

Uraian lengkap hasil pengawalan kami tuangkan dalam Laporan Nomor: R-
........... tanggal ......... 20xx sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

...............................................

Tembusan
1. Menteri Pertanian, Jakarta
2. Kepala vumisnsiimimeesssns ) s (satker yang dikawal)
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Format-13B
PENGANTAR MASALAH PENGAWALAN
untuk Satuan Kerja UPTD Provinsi, Kota, dan Kabupaten

FORM SURAT PENGANTAR MASALAH HASIL PENGAWALAN
KOP SURAT INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor : Rl /PW.180/G/...... f208K =000 eseeessieess 20xx
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Ringkasan FEksekutif Pengawalan
SPI Kegiatan ............... pada Satker

............................ Tahun Anggaran

Yth: Direktur Jenderal/Kepala Badan o omsemmsnsnsasas
Kementerian Pertanian
Di

Jakarta

Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan, kami rekomendasikan kepada
Saudara agar memantau dan memastikan satker ................... telah
melaksanakan rekomendasi berupa (masukan rekomendasi).

Uraian lengkap hasil pengawalan kami tuangkan dalam Laporan Nomor: R-
........... tanggal ......... 20xx sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

Tembusan
1. Menteri Pertanian, Jakarta
2. Kepala uuwmuswisapssss s ; S (satker yang dikawal)
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Format-14
Lap 1.1
FORM RESUME HASIL ' ' EMENTASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TA 20XX
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
RESUME HASIL PEMANTAUAN IMPLEM] SISTEM PENGENDALIAN
INTERN (SPI) | / SATKER
DINAS. ..o TAHUN 20XX
PROVINSI/KABUPATEN .......cccocviiininns
Pada hari ini ........ y ranggal ...... bulaty ...u.. Tahuti ..o (coe-e..-20xx)
bertempat di Ruang .................. Provinsi ........... , telah disampaikan dan

dibahas secara bersama dengan Kepala Dinas, Penanggungjawab Kegiatan,
dan Tim Satlak Pengendali Intern (Satlak PI) dan Tim Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian yang dilaksanakan tanggal ........ 20xx sampai
(51 o33 <721 § (U 20xx, dengan hasil sebagai berikut:
BAGIAN I

INFORMASI UMUM

C. INFORMASI Vi
1. Dasar | -
a. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertaniail TA 20x% NoMOt cusvwssssssnws

b. Surat Tugas Inspektur .... Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian NOMOF ..cossesens Tangeal ...
2. Tujuan )
Pemantauan Implementa31 SPI Slstem Pengendalian Intern satker
Dinag.. ..o tahun 20xx -

implementasi SPIP, khususnya (1)

: , (2) mengukur atau memantau
pelaksanaan 1211 Pengendalian, (3)

daﬁ:/ at:aﬁ | (4)

3. Manfaat I”

Dengan Pema [m - ‘ satker DINES «issiiviinming tahun
20xx  dapat kan angl mnekal ‘ _
meminimalisir secara dini hambatan atau penyimpangan pencapaian
target Perjanjian Kinerja dan menanganinya secara lebih efisien.

4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ) - adalah

woendaliann _ satker Dinas
............... tahun 20xx.

S. Metodologi I



6.
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Smantouan  implementasi ST dilakukan  dengan  metode ek
coadisys terhadap dokuwmen cvidens SPL wanwancara Rondivinasi
Corhadap penanzeungiowah keotatan, dan observast Tapane torhiadan

naplementasi IR Tim sncinbandinukon dokamnen S
COS S NG e Vel o ceti L ol boacra oo,
. denoan dokumen eviden mnplementast SPE db tiehkan

Croanisast Peranekat o Dacrady (OPL 0 Dhinas Arialisis

nerbandingan tersehuot diperlount denenn wawaneara /konfivmeaer seme
coservast lapan,
Waktu Pemaniaian himplermoentast S

cmantauan lplementast 5Pl dilakukan mulai dari tanggal ........
20xx sampai dengan ........ 20xx.

D. Data Umum Unit Kerja

1.

2.
3.

Nama Unit Kerja e

Pimpinan Unit Kerja TP
Alamat L

Kepala Sub Bagian Tata : .......cccceoveeenneennnes
Usaha selaku Ketua Satlak PI

Pejabat Pembuat Komitmen D eveeenenns ereeeeeeans
Anggaran tahun 20xx D Rpeereiiie ,00
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BAB II
URAIAN HASIL PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SPI

C. Informasi Perjanjian Kinerja Antara Dinas ..... Dengan Eselon [/11]

arget kinerja satker Dinas .......... berdasarkan Perjanjian Kinerja
wgan Eselon 1/11 ........ sebagai berikut:

W=

get kinerja tersebut mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon
9§ o

rmasi SPI Pada Eselon 1/11 ......
Program/Kegiatan ...... pada Eselon [/II ....... telah dibangun

QP
san daftar risiko sebagai berikut:

iatan Pengendalian vang telah dirancang oleh Eselon 1/11 ...... untuk
nangani risiko vang telah ditetapkan berupa:
................. ...., dengan eviden

........................ , dengan eviden ...........

. Hasil Pemantauan Implementasi SPI
Tim Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan implementasi
Sistem Pengendalian Intern satker Dinas ....................cveee.... tahun 20xx
di Provinsi «+srere.e., dengan hasil sebagai berikut'
1. Realisasi/Capaian Target Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja
-clllh.--tt-:ljt.li)vt] an atas target kinerja sesuai rln. ngan | &']uli]i 111 Kinerja
Tahun 20xx sampai dengan saat pemantauan, dikemukakan sebagai
berikut.
O
By semessss o
Bl womessmsenivieg
Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan

hingga dapat menghambat pencapaian target kinerja/IKU Eselon

2. Pemantauan Implementasi SPI
3 Keterjadian Risiko
Dalam pencapaian target kinerja terdapat beberapa risiko vang
telah terjadi vaitu:

3) dst
b. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
Untuk menangani risiko vang telah terjadi, Dinas ............... telah
melaksanakan kegiatan pengendalian berupa:
1) Risiko oo, dikendalikan dengan siimseseaiesss,  HA]
tersebut telah sesuai dengan rancang kends lll yang telah
dibangun oieh Eselon 1/11

(Apabila kegiatan ,'\f-n-'vmialim'= tidak dilaksanakan /tidak

sesual) Kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan (tida

sesuai dengan rangcang ken i.dﬂ disebabkan ........ Akibatnva
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Dalam rangka meningkatkan nent P1
wda | , kami rekomendasikan kepada Kepala
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PENUTUP

Resume hasil PEMANTAUAN ini telah dibahas bersama antara Tim

sintauan dan  pihak Satker dengan kesepakatan sebagalmana
tertuang dalam dokumen Resume Hasil Ponniauan (RHP) ini. Seluruh
rekomendasi yang dikemukakan telah disanggupi untuk ditindaklanjuti
dalam pelaksanaan kegiatan sambil menunggu laporan resmi yang akan
disampaikan kemudian.

Kepala ................... , Tim Povisorinnan [tjen Kementan,

Pengendali Mutu,

oooooooooooooooooooooooooooooooo

NIP. o e
Pengendali Teknis
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selaku Ketua Satlak SPIP,
................................ Ketua Tim,
NIP. cooiiiiiiiiiee,
Penanggungjawab Kegiatan
Anggota Tim

................................

-----------------------------
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Format-15
Lap 2.1

FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAU

M AN IMPLEMENTASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TA. 20XX

LAPORAN HASIL 1]

PLEMENTAS] SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
PADA DINAS ....ccommusonines e r—————— PROVINSI ..o,
TAHUN 20xx

NOMOR: R...... /PW.180/G..../.../20xx
TANGGAL svsmsissasusnses 20xx



BABI

BAB II
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DAFTAR ISI

INFORMASI UMUM.....iiiiiiiiiiiiiiiiciiniiiiieianeeeans
A. Informasi Pemantauan raplementasi SPLoa.
B. Data Umum Unit Kerja.........coovvevviiiiiiiinninnn.
URAIAN HASIL PEMANTAUAN IMPLEMENTAST SPILL.
A. Informasi Perjanjian Kinerja Antara Dinas ...........

Dengarn Eselon T/ e,
B. Informasi SPI Pada Eseloa /U .0

C. Hasil Pemantauan Implementast SPU

Hal
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KOP SURAT INSPEKTORAT I, II, Ill, IV DAN INVESTIGASI

Nomor : R....../PW.180/G...../...... /20xx 20xx
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil ’cmantavian Tipleigontos
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Progrinn Keglatan Strategis..................
Tahun 20xx pada Dinas......ccccooeennenee.
Provinsi ......ccccceeeeeinnnn.

Kami telah melakukan Pomantacan taplemeniasi Sistem
Pengendalian Intern terhadap Program/Kegiatan Startegis ..................
Tahun 20xx pada Dinas ..................... Provinsi .......ccccooeeunennen. , dengan
pokok-pokok hasil poriintatian sebagai berikut:

BAB I :  INFORMASI UMUM
BAB II :  URAIAN HASIL PEMANTAUAN



= F =

BAB I
INFORMASI UMUM

E. INFORMASI !
1. Dasar Pem at : . .
a. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian TA. 20xx Nomor 20558

b. Surat Tugas Inspektur ...... Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian Nomor............coveueunennnen. tanggal ....oiiiiiiiii,
20xx.

2. Tujuan

wan Imj SPI Sistem Pengendalian Intern satker
Dinas............... tahun 20xx ! n unt nemarn
implementasi SPIP, khususnya (1)

weviiiiiicy (2) mengukur atau memantau
pelaksanaan Pengendalian, (3) en

danl/ étau (4)

3. Manfaat " .
Dengan Peman Implementa 'l satker Dinas ............... tahun
20xx  dapat ! : - ‘
meminimalisir secara dini hambatan atau penyimpangan pencapaian
target Perjanjian Kinerja dan menanganinya secara lebih efisien.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan (oo implementa 11" adalah
lal - satker Dinas
............... tahun 20xx.
5. Metodologi ‘
nantaua dilakukan dengan metode
il 11
Tim
6. Waktu l'cim
! dilakukan mulai dari tanggal ........
20xx sampai dengan ........ 20xx..

F. Data Umum Unit Kerja
1. Nama Unit Kerja

2. Pimpinan Unit Kerja
3. Alamat

4. Kepala Sub Bagian Tata
Usaha selaku Ketua Satlak PI

3]
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S. Subkoor/Koordinator H N
6. Pejabat Pembuat Komitmen D eeeeererrertresiesiierienserssicanens
7. Anggaran Kegiatan : Rp............... ,00
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BAB II
URAJAN HASIL PEMANTAUAN
A. Informasi Perjanjian Kinerja Antara Dinas ..... Dengan Eselon /11
Target kinerja satker Dinas .......... berdasarkan Perjanjian Kinerja
dengan fiselon T/11 ..., sehagai berikut:
Lo,
2.
3. dst
Target kinerja tersebut mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Esclon
.. yaitu ...
B. Informasi SPI Pada Esclon 1/11 ......
Pada Program/Kegiatan ...... pada Eselon 1/1l ....... telah dibangun SPi
dengan daftar risiko sebagai berikut:
P
2
3. Dst
Regiatan Pengendalian yang telah dirancang oleh Eselon I/11 ... untuk
menangani risiko vang telah ditetapkan berupa:
T , dengan eviden ...........
L, , dengan eviden ...,
3. Dst

Hasil Pemantauan Implementasi SPI

Tim Inspcktorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan implementas
Sistem Pengendalian Intern satker Dinas ................eeuvvueennns tahun 20xx
di Provinsi .........., dengan hasil sebagai berikut:

1.

Realisasi/Capaian Target Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja
Realisasi/capaian atas target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tahun 20xx sampai dengan saat pemantauan, dikemukakan sebagai

berikut.

- PN
b i
Co vrrrrrrrnennnnn,
Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan ..................

schingga dapat menghambat pencapaian target kinerja/IKU Eselon
AL
Pemantauan Implementasi SPI
a. Keterjadian Risiko
Dalam pencapaian target kinerja terdapat beberapa risiko vang
telah terjadi yaitu:

)
2) dst
b. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Untuk menangani risiko vang telah terjadi, Dinas ................ telah

melaksanakan kegiatan pengendalian berupa:

1) Risiko ... dikendalikan dengan ... Hal
tersechut telah sesuai dengan  rancang kendali vang telah
dibangun oleh Eselon 1/11 ........

(Apabila  kegiatan pengendalian tidak dilaksanakan/tidak
sesuai) Kegiatan pengendalian yang lidal dilaksanakan (ticlak
sesuai dengan rangcang kendali) disebabkan ........ Akibatnya
...................... Hal tersebut berdampak

....................................
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2) Risiko ...l dikendalikan dengan ... Hal

tersebut telah sesuai dengan  rancang kendali yang telah
dibangun oleh Eselon T/11 ........

(Apabila  kegiatan pengendalian  tidak dilaksanakan/tidak
sesual) Kegiatan pengendalian vong tdak dilaksanakan {tidak

sesuai dengan rangcang kendali) discbabkan ... Akibainya
...................... Hal tersebut berdampalk
3) Dst
c. Risiko vang terjadi di luar Risk Register yang ditetapkan di Eselon
/I yaitu:
1)
2) Dst
Dalam rangka meningkatkan implementasi SPl Program/Kegiatan ......
pada Dinas ............. , kami rekomendasikan kepada Kepala .................. ,
agar:
L e
2. Dst

......... sesnscsccsscssessensssresse

NIP ----- R Y R T R R PR PR RY
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Format-16
Lap 3.1

FORM SURAT PENGANTAR MASALAH HASIL PEMANTAUAN
KOP SURAT INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor : Rl /PW.180/G/...... [20xx e 20xx
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Ringkasan Eksekutif Vet
Implementasi SPI Froging
Kegiatan ............... pada Satker
............................ Tahun Anggaran

Yth. Direktur Jenderal/Kepala Badan.............cccoeeevvvnnnnnnnne.
Kementerian Pertanian
Di

Jakarta

Sesuai Rencana Kerja Tahunan Nomor .......... , kami telah melaksanakan
kegiatan sebagaimana pokok surat. Hasil ¢onvontiuns imiplemeniosi 5P
Viccs o/ Keglatan oo menunjuklaan bahwa forect kinerpa dalam rangeia
v bieeme Indiketor Ranerp hiamee (HRU) 00 terealisast sebanvok
vt Aton/ Ha/ literf ekor / dosis fd L INESINE Vg tiimbiad cladaim
vl L simnem pencapalan toreet vatas b2 s
Pevrnobap ristko tersebut sailer telab/bebon cbdisanakan Kecoan
oo e pdalian berupa, . Keviatan peopendadeor vange welah dilaksanadoan
ot relah efekdif,
Dalam rangka menjamin pencapaian KU 1isclon i/1i, kami rekomendasikan
kepada Saudara agar memantau dan memastikan satker 1Jiriis .oovvveveeeennen.
telah melaksanakan rekomendasi berupa (masukan rekomendasi).

Uraian lengkap hasil jorcantivan anplomentieg 21 kami tuangkan dalam
Laporan Nomor: R-........... tanggal ......... 20xx sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tembusan
1. Menteri Pertanian, Jakarta
2. Kepala ......cccovvnvvnvvnvnnnnnn.ne. y eeeeeneenne (satker yang dipantau)
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Format-17

PERAGA B
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Pahami SPIP dalam PP 60/2008
Sebagai kebutuhan manajemen

Identifikasi Semua Kegiatan Pokok Instansi
Lakukan Pengembangan Step-by-Step

- Evatuasi lingkungan pengendalian

- Lakukan penillaian risiko

- Rancang aktivitas pengendalian (K/SOP)

= Infokom {(catat dan komunikasikan) pelaksanaan K/SOP
- Pantau/evaluasi pelaksanaan KSOP

PERAGA C

Y/ 2/ 7E722/02277,
INTEGRITASTEE N 1 IA

Fomecimeere
TRty iens TR SRS
W ANGIRKO NDUSIF
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Peraga D

s i e 2

PENETAPAN KONTEKS

Peraga E
PEMETAAN RISIKO

Tingkat Dampak
Matrik Analisis 1 2 3 a 5
Risiko (5 x 5)
Tidak Mi T Sangat
S inor Moderat Siginifikan =
Signifikan signifikan
Hampir
5 [Past 15 lga
terjadi =
z [l |
ering "
4 16
@ Terjadi 12 16
=
3 |
bl Kadang '_AJ ;r
L * Terjadi | G 14
i »2'
w ‘; § 3 {3
= i
Jarang i
E | ? [fenaw | 13
— e
Hampir I& S ﬂ. y
1 |Tidak i |
Terjadi W ‘ o
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Peraga F
PILIHAN UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN

-
»

Obat MViujarab

Fili sesuail kebutubhamn s

-
-
_‘.‘ 1. FR e lng sstiasm Kirresr g
Iy st owr v emd g rv s rirytonty o) Desrmasry g boptones

2. Poermbinaman SDM

I, Fresrmgearmtsalicons salsess
SDimtaoarm Imnforara=si

4. Fresnigyesrictaalizan fissik assot

e naetapan & raviuag
Aataas irycti b 5 ] »

6. FPeaermiiszabizary furmng=i

I RE€>»>¥F ) 55 % ,
Atas transakst danm Kegaddian poremitingg
8. j ; vl antany i mbasrat S Lesy £ s o bt
Atas s trosrvsdsbksii & ke jaactuinry
9. sralsars smaarviloesrclcaysn S grevrve sateatlaarviny o
10, « v '
atis LR seere Ve Urears s sabe s M beavjime ) isnen grasestlinigg

11. Akuntabilitas terhadap Sumberdaya dan pencatatanya

Peraga G
BENTUK FISIK KEGIATAN PENGENDALIAN

BENTUK(EISIKIPENGENDALIANRISIKO,

> KEBIJAKAN

PENGENDALIAN ESELON I
RISIKO

ESELON Il s.d. IV
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Peraga H
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

terjadinyatisiko

Peraga |
PEMANTAUAN




